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KATA PENGANTAR 

 

Kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhannahu wa Ta’ala karena atas 

rahmat-Nya maka Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2016-2021 

telah dapat diselesaikan dengan baik.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272   

mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis berpedoman pada 

RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan  kegiatan  

pembangunan  dalam  rangka  pelaksanaan Urusan  Pemerintahan  Wajib  dan/atau  Urusan 

Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana 

strategis menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian akuntabilitas kinerja 

penyelenggaraan otonomi daerah dan akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah. 

Sesuai tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, rencana strategis ini akan menjadi 

pedoman bagi seluruh pegawai Inspektorat Daerah menjalankan tugas pengawasan intern 

secara efektif dan efesien dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah 

yang berlandaskan tata kelola yang cerdas menuju pemerintah Kota Bontang yang lebih baik 

(smart governance for better goverment). 

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim asistensi penyusun rencana strategis 

Perangkat Daerah Kota Bontang atas masukannya dalam penyusunan laporan ini. 

 

Bontang, 14 November 2016 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan agar setiap Satuan Perangkat Daerah 

(SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD  berpedoman dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD adalah dokumen 

perencanaan  terdiri dari serangkaian rencana kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seluruh 

komponen SKPD dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya Renstra SKPD tersebut 

akan dijabarkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT). 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah telah mewajibkan setiap instansi pemerintah  menyelenggarakan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi pemerintahan. Lebih lanjut, 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP mendefinisikan SAKIP terdiri dari 

berbagai komponen yang merupakan satu  kesatuan, yaitu perencanaan strategis, 

perencanaan  kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan demikian, 

karakteristik perencanaan strategis suatu instansi pemerintah akan mempengaruhi capaian 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. 

Perencanaan strategis yang disusun juga akan mempengaruhi kebijakan anggaran 

daerah dan kebijakan pembangunan daerah. Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara telah mengamanatkan agar pemerintah daerah menyusun 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbasis prestasi kerja (performance 

based budgeting) sehingga setiap pengeluaran anggaran daerah harus dapat memberikan nilai 

manfaat yang terukur bagi kesejahteraan masyarakat (result oriented goverment). Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan 

bahwa penyusunan rancangan APBD berbasis kinerja berpedoman pada Rencana Kinerja 

Tahunan (Renja/RKT) SKPD. Oleh sebab itu, perencanaan strategis berperan penting dalam 

tata kelola organisasi SKPD karena merupakan titik awal dari pengintegrasian implementasi 

sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen keuangan daerah. 

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki 

peran yang penting dalam manajemen birokrasi. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
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(APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP 

diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau 

layanan instansi pemerintah. Oleh karena itu, Renstra Inspektorat Daerah tahun 2016-

2021 disusun memenuhi kriteria yang Baik (SMART-C) sebagai pedoman bagi seluruh 

pegawai Inspektorat Daerah untuk melakukan fungsi pengawasan intern secara efektif 

dan efesien sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai (reasonable 

assurance) kepada Walikota Bontang bahwa capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah Kota Bontang telah mempedomani arah kebijakan RPJMD Kota 

Bontang Tahun 2016-2021 yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2016-2021 

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota 

Bontang juga merupakan amanat dari Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi 

Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor: 005/AIIPI/DPN/2014 tentang 

Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern 

Pemerintah Indonesia dan Telahaan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia, pada 

paragraf 3010 yang juga mengamanatkan Pimpinan APIP harus menyusun rencana 

strategis dan rencana kegiatan audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan 

yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP  sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  

Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang juga memiliki keserasian, keterpaduan, 

sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Inspektorat Provinsi 

Kalimantan Timur dan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kemendagri, 

Kementerian PANRB serta BPKP.  Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tidak hanya  

bertujuan untuk mencapai misi Kota Bontang yakni “Menjadikan Kota Bontang sebagai 

Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia” tetapi dapat mendukung 

pencapaian misi pembangunan Provinsi Kaltim 2013 - 2018 yaitu “Mewujudkan Tata 

Kelola Pemerintahan Profesional, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan 

Publik” dan pelaksanaan Nawa Cita RPJMN 2014 – 2019 untuk “Membuat Pemerintah 

selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis, dan terpercaya.” 
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Fungsi pengawasan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan (series of 

actions and on going basis). Sebagai kelanjutan Renstra tahun 2011-2016, Renstra 

Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 menekankan pada peningkatan mutu tata kelola 

organisasi  dan kualitas hasil pelaksanaan sistem pengawasan intern  yang diharapkan 

mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan penyelenggaraan 

desentralisasi dan otonomi daerah di Kota Bontang. Inspektorat Daerah juga diharapkan 

mampu mendorong  terwujudnya kepemerintahan Kota Bontang yang cerdas ke arah yang 

lebih baik (Smart Governance for Better Government).  

Ruang lingkup dan sasaran dalam  sistem manajemen pengawasan intern tahun 2016-

2021 tidak lagi dititikberatkan pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan 

(compliance) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, tetapi juga difokuskan 

pada peningkatan manfaat (outcome) atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah 

tersebut mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Bontang tahun 2016-2021. Dari sisi 

pengelolaan keuangan daerah, hasil  pelaksanaan sistem pengawasan intern diharapkan dapat 

meminimalisir terjadinya kerugian keuangan daerah dan pemborosan keuangan daerah. 

Selama periode Renstra tahun 2011-2016, Inspektorat Daerah telah melakukan 

review Renstra kedua pada tahun 2014 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas 

kinerja. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah tahun 

2016-2021  tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan 

sasaran strategis kementerian/lembaga dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang 

menjadi mandat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.      

 

1.2. LANDASAN HUKUM 

Landasan konstitusional Review Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah 

Pancasila, dan UUD 1945. Selanjutnya, landasan operasionalnya adalah ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku seperti berikut : 

1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 

Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang 

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000; 

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
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5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

6. Undang – Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

7. Undang – Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

8. Undang – Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 

12. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (LPPD); 

15. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang 55 Tahun 2012 tentang Starategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan 

Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

17. Instruksi Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 

18. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara; 

19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan 

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan 

Keuangan; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011; 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan 

Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 

Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;  

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 

Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil 

Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi; 

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

28. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Rencana Strartegis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 

2015-2019; 

29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019; 

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019; 

32. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 – 

2018;  

33. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun 2010-2031; 
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34. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Bontang Tahun 2005-2025; 

35. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 

36. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2016-2021; 

37. Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah 

Indonesia (AAIPI) Nomor: 005/AIIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik 

Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan 

Telahaan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan penyusunan Review Renstra Inspektorat Kota Bontang Tahun 2016-2021 

adalah sebagai berikut : 

1. Menjabarkan visi dan misi Inspektorat Daerah kota Bontang ke dalam program dan 

kegiatan pengawasan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 

2016 sampai dengan tahun 2021. 

2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kota Bontang 

dalam menentukan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan 

sumber dana APBD Kota Bontang. 

3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi instansi Pusat 

dan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. 

4. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Inspektorat 

Daerah kota Bontang. 

5. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Aparat Pengawas Internal dan 

Eksternal. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang terdiri dari : 

Bab I Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 

2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah 

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Tahun 2011-2016 

2.4. Penguatan Peran Efektif Pengawasan Intern 

2.5. Model Kapabilitas Pengawasan Intern (Internal Audit Capability Model) 

2.6. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah 

Bab III Isu – Isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi 

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Inspektorat Daerah 

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

3.3. Telahaan Renstra Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 

3.4. Telaahan Renstra Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Tahun 2015-2019 

3.5. Telahaan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2015-2019 

3.6. Telahaan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 

3.7. Penentuan Isu – Isu Strategis 

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 

4.1. Visi dan Misi SKPD 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD 

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan 

Pendanaan Indikatif 

Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH 

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI  

Fungsi Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah 

melakukan pengawasan intern atau audit intern. Definisi audit intern  yang   dikembangkan  

oleh  organisasi auditor internal internasional (The Institute of Internal Auditors/IIA) adalah 

sebagai berikut:  

“ Internal  auditing  is  an  independent, objective  assurance  and  consulting  

activity  designed  to  add  value and  improve  an  organization’s  operations.  It  helps  an  

organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to  

evaluate  and  improve  the  effectiveness  of  risk  management, control and governance 

process “.  

Tujuan  peran  Inspektorat  sebagai  APIP  yang  efektif  adalah membantu  

manajemen  di  lingkungan  instansi  pemerintah  mencapai tujuan  organisasi  secara  efektif,  

efisisen,  dan  akuntabel  dengan memberikan  nilai  tambah  dan  meningkatkan  operasi  

organisasi. Hal ini dilakukan melalui  suatu  pendekatan  keilmuan  yang  sistematis 

melakukan  evaluasi,  dan  meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, serta 

proses  tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah. 

PP Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

mendefinisikan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 

organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang 

telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efesien 

untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 

PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa APIP melakukan pengawasan 

intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin 

pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efesien serta dapat 

dipertanggugjawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Kegiatan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sesuai 

amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kegiatan Pengawasan Intern Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 

 
 

Sumber  :  UU Nomor 23 Tahun 2014 (Diolah) 
  

Agar  fungsi pengawasan dapat dilakukan secara terarah, efektif, efesien dan terpadu, 

maka Pemerintah Kota Bontang menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

setiap tahunnya yang disinergikan dengan kebijakan pengawasan daerah dari pemerintah 

provinsi Kaltim dan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan bukan hanya memenuhi mandat 

ketentuan peraturan yang berlaku, tetapi juga agar terciptanya sistem pengawasan yang 

terintegrasi secara nasional. PKPT memuat rincian sasaran pengawasan, ruang lingkup 

pengawasan, produk kegiatan pengawasan yang dihasilkan, dan alokasi sumber daya 

meliputi anggaran, waktu dan personil. 

Siklus  tata kelola pengawasan intern berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 

Tahun 2009 adalah sebagai berikut: 

PENGAWASAN UMUM 

Pembagian Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kelembagaan Daerah 

Keuangan Daerah 

Manajemen 
Kepegawaian Daerah 

Perencanaan 
Pembangunan Daerah 

Pelayanan Publik Daerah 

Kebijakan Daerah 

Kerjasama Daerah 

Pengawasan dan 
Pembinaan Lainnya 

PENGAWASAN TEKNIS 

Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan Daerah 

yang menjadi 
Kewenangan Daerah 

PENGAWASAN PERANGKAT 
DAERAH 

Pengawasan Keuangan 
dan Kinerja 

Penanganan Pengaduan 
masyarakat 

Reviu 

Evaluasi 

Pengawasan dan 
Pembinaan Lainnya 
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Gambar 2.2. 

Siklus Tata Kelola Pengawasan Intern 

 

 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 (Diolah) 

 
Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kota Bontang sesuai Peraturan Daerah Kota 

Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sbb: 

 
Gambar 2.3. 

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 
 

 

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 (Diolah) 
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Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang merupakan revisi dari UU Nomor 32 Tahun 2004, berimplikasi pada perubahan struktur 

organisasi dan tata kerja (SOTK) Inspektorat Daerah. Jabatan struktural Esselon IV dibawah 

Sekretaris pada awalnya berjumlah 3 (tiga) jabatan, berkurang 1 (satu) jabatan yakni 

Kasubag Evaluasi dan Pelaporan sesuai hasil perhitungan analisa beban kerja.  

Fungsi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan  kebijakan  teknis  bidang  pengawasan  dan fasilitasi pengawasan;  

2.  Pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap  kinerja  dan keuangan melalui audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;  

3. Pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan  tertentu  atas penugasan wali kota; 

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;  

5. Pelaksanaan  administrasi  inspektorat  kota; dan  

6. Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Tabel 2.1. 

Uraian Tugas Pokok Pejabat Struktural Inspektorat Daerah 

 

NO. JABATAN ESS. URAIAN TUGAS POKOK 

1. Inspektur IIA Membantu Walikota Membina dan Mengawasi Pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan 
Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah 

2. Sekretaris IIIA Melaksanakan Urusan Kesekretariatan dan Keuangan 

3. Inspektur Pembantu 
Wilayah I 

IIIA Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Kasus Pengaduan di Instansi / Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  

4. Inspektur Pembantu 
Wilayah II 

IIIA Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Kasus Pengaduan di Instansi / Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  

5. Inspektur Pembantu 
Wilayah III 

IIIA Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Kasus Pengaduan di Instansi / Satuan Kerja 
Perangkat Daerah  

6. Kasubag Umum dan 
Kepegawaian 

IVA Melaksanakan urusan Umum dan Kepegawaian 

7. Kasubag Perencanaan 
dan Keuangan 

IVA Melaksanakan urusan Perencanaan dan Keuangan 

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 (Diolah) 
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2.2. SUMBER DAYA INSPEKTORAT DAERAH 

2.2.1. PROFIL DEMOGRAFI INSPEKTORAT DAERAH 

Jumlah Pegawai pada Inspektorat Daerah Kota Bontang per 31 Desember 2015 

sebanyak 44 (empat puluh empat) orang Pegawai dengan komposisi sebagai berikut: 

Diagram 2.1 

Komposisi Jabatan Pegawai  per 31 Desember 2015 

 

 

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Inspektorat  per 31 Desember 2015 

 

Diagram 2.2 

Komposisi Pangkat dan Golongan Pegawai  per 31 Desember 2015 

 

 

Sumber : Daftar Normatif Pegawai Inspektorat  per 31 Desember 2015 
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Diagram 2.3 

Komposisi Tingkat Pendidikan Pegawai  per 31 Desember 2015 

 

 

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Inspektorat  per 31 Desember 2015 

 
Sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 060/256/2013 Tahun 

2013 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Analisis Beban Kerja  (ABK) di Lingkungan 

Inspektorat Daerah, bahwa Inspektorat Daerah masih memerlukan PNS sebanyak 11 PNS 

(20,75%)  dengan perincian sebagai berikut: 

 

Tabel 2.2 

Rekapitulasi Kebutuhan Pegawai Inspektorat Daerah 

 

NO. NAMA UNIT 

ORGANISASI 

JUMLAH 

KEBUTUHAN 

PNS  

JUMLAH PEGAWAI 

YANG ADA 

JUMLAH KEKURANGAN 

PEGAWAI 

PNS % PNS % 

1 2 3 4 5 = (4/3)% 6 = (4 – 3) 7 = (4/6)% 

1. Sekretariat 20 18 90 2 10 

2. Inspektur Pembantu 33 24 72,73 9 27,27 

 Jumlah 53 42 79,25 11 20,75 

 

Sumber  :  Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Bontang Nomor 060/256/2013 Tahun 
2013 (Diolah) 
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2.2.2. KOMPOSISI ASET INSEPKTORAT DAERAH 

Komposisi Aset dalam kondisi baik yang dipergunakan pada Inspektorat Daerah   per 

30 Juni 2016  sebagai berikut: 

 
Tabel 2.3 

Komposisi Aset Inspektorat Daerah per 30 Juni 2016 

 

NO. ASET 
JUMLAH 
(UNIT) 

NILAI PEROLEHAN 
(Rp) 

NILAI BUKU (Rp) 

Rp % 

1. Alat-alat angkutan 20 1.144.497.000,00 181.913.716,00 15,89 

2. Alat-alat kantor dan rumah tangga 520 2.021.851.712,00 508.998.857,00 25,17 

3. Alat-alat studio dan komunikasi 27 54.407.847,00 23.939.067,00 44,00 

4. Alat-Alat Laboratorium 4 31.749.000,00 0,00 0,00 

5. Alat-alat Olah raga 1 7.615.140,00 7.615.140,00 100,00 

 Total 572 3.260.120.699,00 722.466.780,00 22,16 

 

Sumber : Laporan Aset Tetap Intrakomptabel SIM ASSET  per 30 Juni 2016 (Diolah) 

Diagram 2.4 

Penambahan Aset Tetap Selama Tahun 2011 s.d. 2015 

 

 

 
Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Daerah 2011 s.d. 2015 (Diolah) 
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Berdasarkan tabel dan diagram di atas diketahui bahwa  nilai buku Aset yang masih 

dipergunakan dalam kondisi baik hanya sebesar Rp722.466.780,00  atau 22,16%  dari 

total nilai perolehan Aset sebesar Rp3.260.120.699,00. Komposisi aset terbesar adalah 

alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar 71%.  Penambahan nilai aset tetap terbesar selama 

tahun 2011-2015 adalah alat-alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp1.134.492.612,00. Hal 

ini merupakan upaya pemenuhan standar alat kerja pegawai dan sarana perkantoran.  

Aset yang tidak dapat dipergunakan lagi (rusak)  berdasarkan Laporan Aset Lainnya 

Intrakomptabel per 30 Juni 2016 adalah sebanyak 35 unit sebesar Rp150.224.800,00  

termasuk aplikasi implementasi simawasda yang tidak dapat diperbaharui lagi senilai 

Rp49.225.000,00. 

Penurunan nilai manfaat aset yang signifikan terjadi pada alat-alat angkutan atau 

kendaraan dinas. Nilai buku alat-alat angkutan tahun 2015 tercatat sebesar Rp181.913.716,00 

atau 15,89% dari nilai perolehan awal sebesar Rp1.144.497.000,00. Sebanyak 17 unit atau 

85% dari 20 unit kendaraan dinas tidak memiliki umur ekonomis lagi. Adapun belanja 

kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas sampai bulan Juni 2016 adalah sebesar 

Rp67.985.500,00 atau 37,37% dari nilai buku alat-alat angkutan. Berdasarkan hal tersebut, 

nilai manfaat (cost benefit) alat-alat angkutan menjadi kurang efektif. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah perlu menambah sarana dan prasarana untuk dapat 

menunjang efektivitas  pelaksanaan tugas pengawasan secara memadai. 

 

2.3. KINERJA PELAYANAN INSEKTORAT DAERAH TAHUN 2011-2016 

2.3.1. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2011-2016 

Sasaran pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah adalah seluruh 

unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan masyarakat yang berada di dalam 

wilayah administratif Kota Bontang, serta seluruh kegiatan/program yang dibiayai APBD 

Kota Bontang. Hasil yang diharapkan (ultimate goals) dari pelaksanaan sistem pengawasan 

intern oleh Inspektorat Daerah Tahun 2011-2016 adalah meningkatnya capaian kinerja 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efesien yang dapat 

dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   

Agar pelaksanaan pengawasan intern dimaksud dapat berjalan efektif, efesien dan 

dapat diukur keberhasilannya, Inspekorat Daerah telah menetapkan indikator kinerja utama 

(IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menjadi acuan bagi Inspektorat Daerah untuk 

menyusun Renstra tahun 2011-2016. 
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Tabel 2.4 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah 

 

NO. SASARAN UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1. Meningkatnya kinerja dan 
pemanfaatan hasil pengawasan 
intern pemerintah daerah Kota 
Bontang 

a. Presentase jumlah SKPD yang capaian kinerjanya atas 
pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 
memiliki tingkat ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan dengan kategori “Baik” 

b. Rasio temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti  

c. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan  APIP  

2. Terwujudnya akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah 
kota Bontang yang baik 

a. Angka salah saji neraca LKPD Kota Bontang 

b. Nilai temuan ketidakpatuhan hasil pemeriksaan LKPD 
terhadap realisasi belanja APBD 

3. Terwujudnya SAKIP yang efektif 
pada pemerintah Kota Bontang 

Jumlah SKPD yang memiliki akuntabilitas kinerja minimal “CC” 

4. Terwujudnya efektivitas  
penanganan kasus pengaduan 
masyarakat yang responsif 

Persentase kasus pengaduan masyarakat yang telah selesai 
ditindaklanjuti 

5. Terwujudnya penerapan SPIP 
Kota Bontang 

Jumlah SKPD yang telah melaksanakan Penilaian Resiko dengan 
metode CSA 

 
Sumber : Surat Keputusan Inspektur Kota Bontang Nomor 36 Tahun 2014 

 

Indikator kinerja utama (IKU)  Inspektorat Daerah termasuk kategori indikator 

kinerja mandiri karena standar pelayanan minimal (SPM) bidang pengawasan daerah belum 

ditetapkan Kementerian/Lembaga terkait. Indikator kinerja “Rasio temuan BPK yang telah 

selesai ditindaklanjuti” merupakan pengembangan dari indikator kinerja kunci (IKK) agar 

lebih spesifik mengukur penyelesaian temuan yang telah ditindaklanjuti dengan status telah 

selesai (TS). 

 Selama tahun 2011 s.d. 2016, Inspektorat Daerah telah melakukan review Indikator 

Kinerja Utama (IKU)  dan Renstra sebanyak 2 (dua) kali dalam rangka rangka meningkatkan  

mutu perencanaan strategis dan memudahkan dalam pengukuran akuntabilitas kinerja sesuai 

hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota 

Bontang tahun 2014. Review IKU dan Renstra hanya merubah redaksional beberapa sasaran 

strategis dan indikator kinerja untuk memenuhi kriteria perencanaan yang Baik (SMART-C).  

Hasil  review Renstra Inspektorat Daerah tahun 2011-2016 sebagai berikut: 
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Gambar 2.4 

Peta Strategis (Strategy Map) Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2011 - 2016 
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Mengembangkan kapasitas 
pengawasan yang profesional 
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kualitas  manajemen internal  

yang memadai 

Meningkatkan kinerja 
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Inspektorat dalam rangka 
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1. Meningkatnya kinerja 

dan pemanfaatan hasil 

pengawasan intern 

pemerintah daerah Kota 

Bontang 

2. Terwujudnya 

akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 

daerah kota Bontang 

yang baik 

3. Terwujudnya SAKIP 

yang efektif pada 

pemerintah Kota 

Bontang 

1. Terwujudnya efektivitas 

pelaksanaan 

pencegahan dan 

pemberantasan korupsi 

(PPK) Kota Bontang  

2. Terwujudnya zona 

integritas di lingkungan 

Pemerintah Kota 

Bontang 

3. Terwujudnya efektivitas 

pelaksanaan reformasi 

birokrasi di lingkungan 

pemerintah Kota 

Bontang 

4. Meningkatnya 

efektivitas penanganan 

kasus pengaduan 

masyarakat yang  

responsif 

5. Terwujudnya 

penerapan SPIP Kota 

Bontang 

 

 

 

 

 

Terwujudnya efektivitas 

perencanaan pengawasan 

dan  pengelolaan tugas 

pengawasan daerah 

PERSPEKTIF  STAKEHOLDERS 
PERSPEKTIF  INTERNAL 
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2.3.2. ANALISA CAPAIAN AKUNTABILITAS INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 

2011-2015 

Inspektorat Daerah Kota Bontang telah menetapkan Perjanjian Kinerja 

(Performance Agreement) tahun 2015 terdiri dari 9 (sembilan) sasaran strategis. Target  

kinerja fiskal Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2015 sebesar Rp2.565.774.450,00 

atau 32,32% dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp7.937.982.500,00. Sesuai hasil 

evaluasi, capaian rata-rata kinerja sasaran strategis Penetapan Kinerja tahun 2015 adalah 

sebesar 91,8%.  Adapun realisasi kinerja fiskal Penetapan Kinerja tahun 2015 adalah sebesar 

Rp1.992.036.007,00 atau tercapai 77,76% dari target. 

Kendala dan permasalahan dalam pencapaian target kinerja tahun 2015 adalah 

sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup pengawasan yang semakin luas, sedangkan alokasi anggaran, keahlian 

APIP, dan ketersediaan prasarana maupun sarana yang mendukung tugas pengawasan 

masih terbatas. 

2. Beberapa SKPD belum  menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan APIP. 

3. Beberapa SKPD belum memahami penerapan SAKIP SKPD dan penyelenggaraan SPIP 

secara baik. 

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah: 

1. Menerapkan sistem pengawasan intern berbasis manajemen resiko yakni kegiatan 

pengawasan intern lebih diprioritaskan pada anggaran SKPD yang besar dan 

pertimbangan resiko sering terjadinya penyimpangan kegiatan baik secara administratif 

maupun finansial.  

2. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan 

Inspektorat Daerah maupun hasil pemeriksaan BPK RI pada SKPD/unit kerja terkait.  

3. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Setda untuk menyusun sistem 

manajemen aplikasi SAKIP yang memadai dan melakukan pendampingan penyusunan 

LKIP SKPD dengan narasumber dari Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim. 

4. Melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim dalam rangka 

pendampingan penerapan SPIP di Kota Bontang secara lebih intensif.  

Rincian capaian pencapaian tujuan  strategis, kinerja pelayanan atau sasaran strategis 

dan anggaran beserta realisasinya dijelaskan pada tabel berikut: 
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Capaian rata-rata pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun 2011 s.d. 2015 

berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Lampiran VII  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 

Daerah pada diperoleh hasil sebagai beirkut: 

 
Tabel 2.9 

Capaian Rata-Rata Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2012-2015 

Berdasarkan Perjanjian Kinerja 

 

NO. TAHUN 
AKUNTABILITAS 

KINERJA (%) 
AKUNTABILITAS 
KEUANGAN (%) 

RATA-RATA 
CAPAIAN 

KINERJA  (%) 

PREDIKAT 
KINERJA 

1 2011 117,8  75,86 96,83 Sangat Tinggi 

2 2012 104,72 81,31 93,02 Sangat Tinggi 

3 2013 108,8 80,25 94,53 Sangat Tinggi 

4 2014 78,41 83,42 80,92 Tinggi 

5 2015 91,8 77,76 84,78 Tinggi 

Rata-rata pertumbuhan  - 6,03  

 

 

Grafik 2.2 

Perkembangan Capaian Akuntabilitas Inspektorat Daerah Tahun  2011-2015 

 

 
 

Sumber : LKIP Inspektorat Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2015 (Diolah) 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

2011 2012 2013 2014 2015

C
A

P
A

IA
N

 A
K

U
N

TA
B

IL
IT

A
S 

(%
) 

TAHUN 

AKUNTABILITAS KINERJA AKUNTABILITAS KEUANGAN



 28 

Dari tabel dan grafik  di atas, walaupun rata-rata capaian kinerja berpredikat tinggi 

akan tetapi capaian akuntabilitas kinerja tahun 2011-2015 cenderung menurun sedangkan 

capaian akuntabilitas keuangan tahun 2011-2015 cenderung tetap/konstan.  

Capaian akuntabilitas kinerja tertinggi  sebesar 117,8% pada tahun 2011, tetapi 

capaian akuntabilitas keuangan pada tahun tersebut merupakan capaian terendah  sebesar 

75,86%. Capaian akuntabilitas kinerja terendah sebesar 78,41% terjadi pada tahun 2014, 

tetapi capaian akuntabilitas keuangan pada tahun tersebut merupakan capaian tertinggi 

sebesar 83,42%.  

Rincian rata-rata pertumbuhan masing-masing capaian sasaran strategis Inspektorat 

Daerah tahun 2011-2015 disajikan pada diagram berikut:   

 

Diagram 2.5 

Rata-Rata Pertumbuhan Capaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2011-

2015 
 

 

 

Sumber  :  LKIP Inspektorat Daerah Tahun 2011-2015 (Diolah) 
 

Rincian analisa akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2011-2015 adalah 

sebagai berikut: 
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ti d

en
gan

 segera 
atas tem

u
an

 p
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 d
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n
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g 
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 d
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p
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P
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o
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p
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p
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p
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 d
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A
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p
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d
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2
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1
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u
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ga 

m
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d
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p
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g

em
b

an
gan
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 p
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u
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p
en
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b

aran
g 

m
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d
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u
t b
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m
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tegrasi d

en
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p
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d
a
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b
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H
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m
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o
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c. 

R
eview
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o
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u
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gan
 

P
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o
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o

n
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n
g selam
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i 

b
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d
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ran
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o
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P

em
erin

tah
 

K
o

ta 
B
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n
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g 

selesai, 
seh

in
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b
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m
 

d
ap

a
t 

m
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d
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d
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P
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a p

en
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u
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u
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SK
P

D
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a
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h

n
ya 

b
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p
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d
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n
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si 
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p
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g 
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n
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p
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g 
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g 

m
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p
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h
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P
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p
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p
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b
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d
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P

D
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 d
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b
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m
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d

aerah
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p
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b
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p
e

n
d
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p
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b
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p
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P
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d
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M
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p
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m
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is d

an
 keu

an
gan
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g b
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P
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p
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P
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eresiko
 

terjad
in

ya
 

p
en

yim
p

an
gan

 
p

en
gelo

laan
 

keu
an

gan
 tin

ggi. 
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P
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p
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o
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R
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g
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 m
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p
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g b
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b
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B

eb
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SK

P
D

 
b

elu
m

 
m

en
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d
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K
IP
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P
D
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u

n
 seb
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m

n
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i d
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an
 

p
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p
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d
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h
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asi 
SA

K
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P
D

 
b
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m

 
d

ilaku
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c. 
P
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o

m
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p

en
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SA
K

IP
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P

D
 

b
elu

m
 d
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n
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d
. 
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P
D

 
 

b
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m
 

d
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atif 
d
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b
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e. 
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P

D
 

b
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m
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u
h

n
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m
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b
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d
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d

an
 

in
fo
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p
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b
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B
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B
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O
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isasi Setd
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en
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K
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M
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ka
n
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d
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p
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P
D

 
d

en
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n
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m

b
er d
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 O
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Setd
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si K

altim
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c. 
M

en
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su
n

 p
ed

o
m

an
 p

en
erap

an
 

SA
K

IP
 SK

P
D

. 
d

. 
M

elaku
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n
 

p
em

an
tau

an
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p
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m
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d
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E 
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K

IP
 SK

P
D

 secara b
erkala. 
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f. 
B
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p
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SK

P
D
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g
 

m
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p
u

n
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n
gsi p
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ggaraan
 

p
eren
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p

ro
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b

elu
m

 
selu

ru
h

n
ya 

m
em

ah
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i 
p

en
erap

an
 

SA
K

IP
.  

g. 
B

eb
erap

a 
SK

P
D

 
b

elu
m

 
m

em
ilki 

p
eren

can
aan

 kin
erja yan

g m
em

a
d

ai,  
p

erm
asalah

an
 yan

g d
o

m
in
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alah
 

p
en

e
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an
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d
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r 

kin
erja 

yan
g

 
m

em
en

u
h

i 
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yan
g 

b
aik 
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A

R
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h
. 

P
en

gu
m

p
u

lan
 d

an
 p

en
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ku
ran

 d
a

ta
 

kin
erja 

b
elu

m
 

d
ilaku
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p
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d
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b
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P

K
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P
D
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g 
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m
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p

u
b
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u

m
u

m
 

p
en

gad
aan
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U
P
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u
n

 
2

0
1

6
 

h
an
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seb
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yak 8

 SK
P

D
 atau

 1
7

%
 d

ari ju
m
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tal SK

P
D
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M

elaku
ka

n
 

ko
o

rd
in
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d

en
gan
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A

n
ggaran

 
P

em
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D
aerah
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P
D
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o
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m
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U
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en
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g
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d
o
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m

en
 

u
n
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k 

p
en
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su

n
an
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si 

R
en
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a 

K
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d
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A
n
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K

A
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g 

d
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d
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P
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K

o
ta 

B
o

n
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b
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m
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keb
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p

en
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W

h
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P
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b
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m
 

m
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c. 

P
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p
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d
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d
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u
n

tu
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p
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n
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n
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B
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M
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d
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asi 

terh
ad

ap
 

p
elaksan

aan
 

ren
can

a kerja p
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B
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B
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u

b
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g d
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p
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 d
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Hasil review atas pencapaian kinerja Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2011-2015 

terhadap capaian sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Kaltim Tahun 2013-2018, sasaran 

Renstra BPKP, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian PANRB tahun 

2014-2019 diperoleh perbandingan capaian kinerja sebagai berikut: 

 

Tabel 2.11 

Analisa Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang terhadap Sasaran 

Renstra Inspektorat Provinsi Kaltim dan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2015 

 

NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 
RENSTRA 

INSPEKTORAT 
DAERAH KOTA 

BONTANG 
TAHUN 2011-2016 

SASARAN PADA 
RENSTRA 

INSPEKTORAT 
PROVINSI 

KALTIM TAHUN  
2013-2018 

 

SASARAN PADA 
RENSTRA BPKP, 

RENSTRA 
KEMENDAGRI 

RENSTRA 
KEMENTERIAN 

PANRB TAHUN 2014-
2019 

TUJUAN 

IT.01 Nilai evaluasi kinerja penyelengaraan 
pemerintahan daerah (EKPPD) Kota Bontang  

Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

IT.02 Opini LKPD Kota Bontang  WTP WTP WTP 

IT.03 Nilai evaluasi penerapan SAKIP Kota 
Bontang  

B B B 

IT.04 Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota 
Bontang  

5,2 - 4 

IT.05 Nilai PMPRB Kota Bontang C - B 

IT.06 Nilai efektivitas SPIP Kota Bontang dengan 
kategori “baik” (Nilai maturitas SPIP) 

2 - 3 

IT.07 Tingkat tata kelola APIP Kota Bontang 
(Internal Audit Capability Leveling)  

2 2 3 

SASARAN 

IS.01 Persentase jumlah SKPD yang capaian 
kinerjanya atas pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah memiliki tingkat 
ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan dengan kategori “Baik” (IKU) 

69,45% - - 

IS.02 Rasio  temuan BPK yang telah selesai 
ditindaklanjuti (IKU) 

75,62% - - 

IS.03 Persentase penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi hasil pengawasan  APIP (IKU) 

71% 80% - 

IS.04 Angka salah saji neraca LKPD Kota Bontang 0,18% - - 

IS.05 Nilai temuan ketidakpatuhan hasil 
pemeriksaan LKPD Kota Bontang terhadap 
realisasi belanja APBD (IKU) 

 

0 - - 
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NO INDIKATOR KINERJA 

CAPAIAN KINERJA 
RENSTRA 

INSPEKTORAT 
DAERAH KOTA 

BONTANG 
TAHUN 2011-2016 

SASARAN PADA 
RENSTRA 

INSPEKTORAT 
PROVINSI 

KALTIM TAHUN  
2013-2018 

 

SASARAN PADA 
RENSTRA BPKP, 

RENSTRA 
KEMENDAGRI 

RENSTRA 
KEMENTERIAN 

PANRB TAHUN 2014-
2019 

IS.06 Jumlah SKPD yang memiliki akuntabilitas 
kinerja minimal  “CC” (IKU) 

73,33% 100% 100% 

IS.07 Capaian keberhasilan sasaran  RAD PPK 
Kota Bontang dengan predikat  
“Memuaskan” 

96,87% - - 

IS.08 Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI 
menuju WBK/WBBM 

- 2 SKPD Ada 

IS.09 Nilai evaluasi PMPRB Kota Bontang C - B 

IS.10 Persentase kasus pengaduan masyarakat 
yang telah selesai ditindaklanjuti (IKU) 

100% 100% 100% 

IS.11 Jumlah SKPD yang telah melaksanakan 
Penilaian Risiko dengan metoda CSA (IKU 

100% - - 

IS.12 Jumlah RTP penyelenggaraan SPIP Kota 
Bontang yang selesai ditindaklanjuti 

85,71% - - 

IS.13 Presentase kesesuaian capaian kinerja 
jangka menengah Inspektorat Daerah 
terhadap penugasan RPJMD Kota Bontang 
2011-2016 

89,39% - - 

IS.14 Capaian cakupan pengawasan daerah 83,57% 50% - 

 

Sumber  :  Diolah 

 
Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa sebanyak 2 (dua) dari 7 (tujuh) 

indikator kinerja tujuan strategis atau 28,57% masih di bawah target kinerja 

kementerian/lembaga terkait, yakni Nilai efektivitas SPIP Kota Bontang dengan kategori 

“baik” dan  Tingkat tata kelola APIP Kota Bontang (Internal Audit Capability Leveling).  

Sebanyak 3 (tiga) dari 14 (empat belas) indikator kinerja sasaran strategis atau 21,42% masih 

di bawah target kinerja Inspektorat Provinsi Kaltim yakni  Persentase penyelesaian tindak 

lanjut rekomendasi hasil pengawasan  APIP, Jumlah SKPD yang memiliki akuntabilitas 

kinerja minimal  “CC”  dan Jumlah SKPD yang telah berpredikat ZI menuju WBK/WBBM . 

Hal ini menandakan pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah pada akhir periode Renstra 

tahun 2011-2016 terhadap target Inspektorat Provinsi dan Kementerian/Lembaga masih  di 

atas 70% atau berkategori “Baik”.   
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2.4. PENGUATAN PERAN EFEKTIF PENGAWASAN INTERN 

Salah satu prioritas agenda pembangunan nasional tahun 2014-2019 adalah membuat  

pemerintah  tidak  absen  dengan  membangun  tata  kelola pemerintahan yang bersih, efektif, 

demokratis dan terpercaya melalui perwujudan birokrasi bersih dan akuntabel dengan 

mengoptimalisasi keberadaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan APIP 

(Aparat Pengawas Intern Pemerintah), sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam 

upaya pencegahan korupsi. Fokus  pengawasan intern  tidak  hanya  ditujukan pada  aspek 

pengelolaan  keuangan  negara,  namun  secara  bertahap  terus disempurnakan  dan  areanya  

diperluas  pada  pengawasan  kinerja dalam rangka pemantapan  akuntabilitas  keuangan  dan  

akuntabilitas  kinerja. Untuk itu, kegiatan pengawasan intern telah didukung berbagai mandat 

sebagai pendelegasian wewenang yang diterima oleh APIP dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. 

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 

menekankan bahwa pengawasan intern pemerintah yang dilakukan oleh Inspektortat Daerah 

bertujuan dalam rangka penguatan dan efektivitas SPIP. APIP harus dapat memberikan 

keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang 

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan melalui peran pengawasan intern 

yang efektif sebagai berikut: 

a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi dan 

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah 

(quality assurance); 

b. Memberikan peringatan dini  dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (early warning system); 

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan fungsi dan tugas 

instansi pemerintah. 

Peran efektif pengawasan intern harus dilaksanakan pada seluruh proses pengelolaan 

APBD sejak tahap perencanaan (pre audit), pelaksanaan, penatausahaan dan 

pertanggungjawaban (site audit) serta pelaporan hasil pelaksanaan APBD (post audit). 

Metodelogi pengawasan tidak lagi bersifat reguler atau operasional, tetapi diarahkan bersifat 

kinerja dan terfokus dengan memiliki tematik tertentu (current issue).  

Beberapa mandat penguatan peran efektif pengawasan intern adalah sebagai berikut:
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2.5. MODEL KAPABILITAS PENGAWASAN INTERN (INTERNAL AUDIT 

CAPABILITY MODEL) 

Kegiatan pengawasan intern akan menambah nilai organisasi  (consumers) dan 

pemangku kepentingan (stakeholders) ketika dapat memberikan jaminan obyektif dan 

relevan, serta  berkontribusi terhadap efektifitas dan efisiensi proses tata kelola sektor publik, 

manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan 

disiplin. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan  Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

(APIP)  menjadi hal penting  untuk   memperkuat  fungsi pengawasan  APIP  secara  

independen  dan  profesional  terhadap efisiensi  dan  akuntabilitas  kinerja  pengelolaan  

keuangan  daerah dan program/kegiatan pada instansi pemerintah.  Upaya yang dilakukan 

adalah meningkatkan kualitas tata kelola organisasi (kapabilitas)  APIP yang profesional dan 

kompeten. Peningkatan kapabilitas APIP juga  merupakan bagian integral dari tata kelola di 

sektor publik yang berkualitas.  

Institute  of  Internal  Auditors (IIA)  telah  mengembangkan  Model Kapabilitas  

Pengawasan  Intern  atau Internal  Audit  Capability  Model  (IA-CM), yaitu suatu  kerangka  

kerja  yang  mengindentifikasi  aspek-aspek  fundamental yang  dibutuhkan  untuk  

pengawasan  intern  yang  efektif  di  sektor  publik. IA-CM menggambarkan  jalur  evolusi  

untuk  organisasi  sektor  publik  dalam mengembangkan pengawasan  intern  yang  efektif  

untuk  memenuhi  persyaratan tata  kelola  organisasi  dan  harapan  profesional. Tingkat 

kapabilitas APIP  dibagi  menjadi  lima  tingkatan, yaitu:   

a. Initial;  

b. Infrastructure;  

c. Integrated;  

d. Managed; dan  

e. Optimizing. 

Salah satu indikator sasaran  utama  pembangunan  bidang  aparatur  negara  tahun  

2015-2019  dalam rangka  meningkatnya  kualitas  tata  kelola pemerintahan  yang  bersih,  

efektif  dan  terpercaya adalah tingkat kapabilitas APIP secara nasional mencapai level 3 

(Integrated). Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) BPKP RI Perwakilan Provinsi 

Kaltim atas Tata Kelola Inspektorat Daerah Kota Bontang Nomor: LEV-183/PW17/3/2015 

tanggal 18 Mei 2015, menunjukkan tingkat kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Bontang 

berada pada level 2 (infrastructure) dari 396 APIP seluruh Indonesia yang telah dilakukan 

assesment  oleh BPKP. 
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Gambar 2.2 

Skenario Peningkatan Kapabilitas APIP Kota Bontang 

 

 

 

 
 

Sumber :  Keputusan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 (Diolah) 
 

Level 3 (Integrated) mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

1. Kebijakan,  proses,  dan  prosedur  di  APIP  telah  ditetapkan, didokumentasikan,  dan  

terintegrasi satu  sama  lain, serta merupakan infrastruktur organisasi; 

2. Manajemen serta praktik profesional  APIP  telah  mapan  dan  seragam diterapkan di 

seluruh kegiatan pengawasan intern; 

3. Kegiatan  pengawasan  intern  mulai  diselaraskan  dengan  tata kelola  dan risiko yang 

dihadapi; 

4. APIP  berevolusi  dari  hanya  melakukan  kegiatan  secara  tradisional menjadi 

mengintegrasikan  diri  sebagai  kesatuan  organisasi  dan memberikan saran terhadap 

kinerja dan manajemen risiko; 

5. Memfokuskan  untuk  membangun  tim  dan  kapasitas  kegiatan pengawasan intern, 

independesi serta objektivitas; serta 

6. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit. 

 

2.5. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN 

INSPEKTORAT DAERAH 

Berdasarkan uraian skenario peningkatan kababilitas APIP Kota Bontang, mandat 

penguatan peran efektif Inspektorat Daerah, analisa sumber daya dan analisa kinerja 

pelayanan, maka dapat disimpulkan tantangan yang harus dihadapi oleh Inspektorat Daerah 

Kota Bontang pada masa mendatang antara lain adalah : 

LEVEL 2 (INFRASTRUCTURE) 

APIP mampu menjamin proses tata 
kelola sesuai dengan peraturan dan 

mampu mendeteksi terjadinya 
korupsi 

 

LEVEL 3 (INTEGRATED) 

APIP mampu menilai efisiensi, 
efektivitas, ekonomis suatu 

kegiatan dan mampu memberikan 
konsultasi pada tata kelola, 

manajemen risiko, dan 
pengendalian intern 

EXPECTED CAPABILITY LEVEL (2019) CURRENT CAPABILITY LEVEL (2015) 
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1. Aspek eksternal, yakni peningkatan nilai manfaat atas peran efektif Inspektorat 

Daerah sehingga dapat meningkatkan mutu tata kelola dan reformasi birokrasi 

pemerintah Kota Bontang menjadi lebih baik dari periode sebelumnya sebagai 

berikut: 

a. Adanya tuntutan masyarakat atas tranparansi kinerja pemerintah daerah dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, profesional dan bersih dari 

penyimpangan atau korupsi, maka Inspektorat Daerah diharapkan mampu 

mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif untuk 

mewujudkan birokrasi Kota Bontang yang bersih dan melayani  sehingga indeks 

perilaku anti korupsi (IPAK) pemerintah Kota Bontang dapat meningkat. 

b. Inspektorat Daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas 

akuntabilitas kinerja pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah Kota 

Bontang yang telah mendapatkan nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah berpredikat Sangat Tinggi (ST) sejak tahun 2014. 

c. Inspektorat Daerah diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tata kelola 

keuangan daerah menjadi lebih baik dari periode sebelumnya dengan 

mempertahankan opini laporan keuangan pemerintah daerah yang telah 

mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014. 

d. Inspektorat Daerah diharapkan mampu mengawal pelaksanaan reformasi 

birokrasi Kota Bontang secara efektif dan efesien sehingga indeks reformasi 

birokrasi Kota Bontang memperoleh kategori “B” ke atas selambat-lambatnya tahun 

2019. 

e. Inspektorat Daerah diharapkan mampu memperkuat penyelenggaraan sistem 

akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bontang secara efektif dan menjadi 

lebih baik dari periode sebelumnya sehingga nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 

dengan skor “B”  yang telah diperoleh pada tahun 2015 dapat ditingkatkan. 

f. Inspektorat Daerah diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelaksanaan 

birokrasi Kota Bontang yang bersih dan akuntabel melalui peningkatan 

kematangan implementasi SPIP pada level 3 selambat-lambatnya tahun 2019. 

g. Inspektorat Daerah diharapkan dapat mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil 

pengawasan APIP dan hasil pemeriksaan BPK secara efektif. 
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2. Aspek internal, peningkatan kualitas sistem manajemen internal atau tata kelola 

organisasi yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem pengawasan 

intern Inspektorat Daerah sebagai berikut: 

a. Inspektorat Daerah harus dapat meningkatkan kapabilitas APIP Kota Bontang 

menjadi level 3 selambat-lambatnya tahun 2019. 

b. Seiring dengan adanya keterbukaan informasi publik, Inspektorat Daerah harus 

memiliki sistem informasi manajemen (SIM) yang modern berbasis teknologi 

informasi komunikasi (TIK) untuk seluruh tata kelola organisasi yang 

dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah diantaranya adalah tata kelola arsip  dan tata 

kelola pengawasan intern secara elektronik. 

Sistem informasi manajemen tersebut harus dapat diakses secara daring (online) dan 

memuat informasi yang selalu terbarukan (update) serta memiliki interoperabilitas 

dengan sistem informasi lainnya.  

c. Inspektorat Daerah harus dapat menerapkan sistem pengawasan intern berbasis 

manajemen resiko, mulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian tindak 

lanjut.  

Hal ini dikarenakan cakupan pengawasan yang semakin luas namun belum 

sepenuhnya belum didukung dengan kuantitas dan kualitas SDM serta terbatasnya 

sarana dan prasarana pengawasan maupun anggaran. Di sisi lain, dengan 

diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  yang 

berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Perangkat 

Daerah akan mempengaruhi ruang lingkup dan sasaran pengawasan intern. 

d. Inspektorat Daerah harus dapat meningkatkan kualitas sistem pengelolaan 

kinerja internal secara efektif sehingga hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah 

yang telah berpredikat “Sangat Baik” sejak tahun 2009 dapat terus ditingkatkan. 

e. Inspektorat Daerah harus dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan 

internal berbasis akrual.  

Laporan keuangan Inspektorat Daerah berbasis kas menuju akrual tidak 

mendapatkan koreksi dari BPK sejak tahun 2011.  

Adapun laporan keuangan tahun 2015 berbasis akrual mendapatkan koreksi kurang 

saji sebesar 0,76% dari total nilai Aset yang disebabkan kesalahan perhitungan 

akumulasi depresiasi (penyusutan). 
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Peluang yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang dalam menghadapi 

tantangan tersebut di atas adalah: 

1. Struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki Inspektorat Daerah merupakan 

mandat yang kuat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku  (top down).  

2. Komitmen Walikota Bontang memposisikan Inspektorat Daerah sebagai pemberi saran 

dan penjamin mutu (quality assurance) atas pengambilan  kebijakan dan 

penyelenggaraan kepemerintahan Kota Bontang. 

3. Inspektorat Daerah telah tergabung dalam Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

(AAIPI) sebagai upaya menjalin hubungan kerja yang koordinatif, partisipatif dan 

konsultatif  antar sesama APIP secara nasional. 

4. Sinergisitas hubungan antara Inspektorat dengan BPK RI yang menempatkan Inspektorat 

sebagai mitra kerja (counter part) oleh BPK RI dalam rangka pengelolaan keuangan 

daerah yang transparan dan akuntabel. 

5. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang telah merubah paradigma 

(mindset) terhadap Inspektorat Daerah yang tidak lagi memandang hanya sekedar 

mencari-cari kesalahan saja (watchdog), tetapi telah menempatkan Inspektorat Daerah 

sebagai pemberi jasa konsultansi (consultative management) dalam rangka perbaikan 

kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. 
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BAB III   

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

 

3.1. INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH 

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) BPKP RI Perwakilan Provinsi Kaltim 

Nomor: LEV-183/PW17/3/2015  disimpulkan bahwa tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang 

masih berada pada level 2 (infrastructure).  Tingkatan ini menunjukkan Inspektorat Daerah 

Kota Bontang telah mendokumentasikan sebagian besar proses pelaksanaan kegiatan 

pengawasan intern, namun belum sepenuhnya menerapkan kendali mutu. Infrastruktur yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan intern telah dimiliki, namun belum 

cukup apabila dibandingkan dengan beban yang diemban oleh Inspektorat Daerah Kota 

Bontang.   

Hasil penilaian elemen kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Bontang adalah 

sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 

Hasil Penilaian Elemen Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Bontang 

 

NO. ELEMEN LEVEL KETERANGAN 

1. Peran dan Layanan  2 Infrastructure 

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia  2 Infrastructure 

3. Praktek Profesional  1 Initial 

4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja  2 Infrastructure 

5. Budaya dan Hubungan Organisasi  ( 2 Infrastructure 

6. Struktur Tata kelola  2 Infrastructure 

 

Sumber  :  Laporan Hasil Evaluasi (LHE) BPKP RI Perwakilan Provinsi Kaltim Nomor: 
LEV-183/PW17/3/2015 

 

Hasil analisa permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat 

Daerah dengan mengacu penilaian komponen IA-CM adalah sebagai berikut: 
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3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA BONTANG TERPILIH TAHUN 2016-2021 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 

2016-2021 merupakan tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) tahun 2005-2025 yang merupakan  Tahapan Penguatan  terhadap  capaian  

tahapan  pembangunan  pada  dua  periode sebelumnya. Secara umum, tingkat  

perkembangan  Kota  Bontang  dalam  tahap  ini  setara dengan rata-rata Indonesia. 

Berdasarkan RPJPD Kota Bontang tahun 2005-2025, Inspektorat Daerah 

melaksanakan salah satu misi jangka panjang daerah yakni “Meningkatkan Kualitas Tata 

Kepemerintahan yang Baik (Good governance)”. Strategi yang harus dilaksanakan oleh 

Inspektorat Daerah adalah  Pengembangan  Sistem  Pengendalian  dan  Pengawasan 

penyelenggaraan pemerintahan, dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

1. Pengembangan sistem pengawasan internal, eksternal dan masyarakat. 

2. Pengembangan sistem informasi pengawasan 

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas yang memadai 

Visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021 sebagai berikut:  

 

Gambar 3.1 

Visi dan Misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 

 

 

 

Sumber   :   PERDA Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 (Diolah) 
 

Dalam konteks RPJMN tahun 2015-2019, perumusan tema  ketiga misi pembangunan 

daerah Kota Bontang tahun 2016-202, yakni SMART CITY, GREEN CITY, dan 

VISI 

Menguatkan Kota Bontang Sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada 
Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat 

MISI  1 

Menjadikan Kota Bontang 
sebagai SMART CITY melalui 

peningkatan kualitas 
sumber daya manusia 

 

 

 

MISI  2  

Menjadikan Kota Bontang 
sebagai GREEN CITY melalui 

peningkatan kualitas 
lingkungan hidup 

 

MISI  3 

Menjadikan Kota Bontang 
sebagai CREATIVE CITY 
melalui pengembangan 
kegiatan perekonomian 
berbasis sektor maritim 
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CREATIVE CITY  termasuk agenda pembangunan wilayah perkotaan berkelanjutan 

(Suistainable City and Communities) memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) 

melalui indikator Kota Layak Huni dan Berkelanjutan, Kota Hijau, serta Kota Cerdas 

dan Berdaya Saing. Inspektorat Daerah mendukung pencapaian ketiga misi RPJMD Kota 

Bontang tahun 2016-2021 dari sisi akuntabilitas dan kepatuhan. Secara khusus, Inspektorat 

Daerah menjadi bagian dari pencapaian misi pertama.Rincian tujuan dan sasaran misi 

pertama tersebut adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 3.2 

Tujuan dan Sasaran Misi I RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 

 

 

 
 

 
Sumber   :   PERDA Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 

 

Perumusan sasaran, strategi  dan arah kebijakan Misi pertama RPJMD Kota Bontang 

tahun 2016-2021  yang menjadi dasar penyusunan Renstra Inspektorat Daerah dijelaskan 

pada tabel 3.2. Permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang beserta faktor 

penghambat dan pendorongnya atas pelaksanaan program pembangunan daerah dijelaskan 

pada tabel 3.3. 

MISI 1 

Menjadikan Kota Bontang sebagai SMART CITY melalui peningkatan kualitas sumber daya 
manusia 

TUJUAN 1 

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 

SASARAN 1.1 

Meningkatnya 
kualitas Pendidikan 

untuk semua 

(SMART PEOPLE) 

SASARAN 1.2. 

Meningkatnya 
kualitas Kesehatan 

untuk semua 

(SMART LIVING) 

TUJUAN 2 

Mengembangkan masyarakat dan 
pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, 

berbasis informasi dan teknologi 

SASARAN 2.1. 

Meningkatnya 
kesejahteraan 

kehidupan sosial dan 
Kehidupan 
Beragama 

(LIVEABLE CITY) 

SASARAN 2.2. 

Terwujudnya 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang 
Transparan, 

Akuntabel dan 
Partisipatif 

(SMART 
GOVERNANCE) 

INSPEKTORAT 
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t Peran

gkat D
aerah

  
b

. 
In

sp
ekto

rat 
D

aerah
 

telah 
m

en
gem

b
an

gkan
 Sistem

 In
fo

rm
asi 

M
an

ajem
en

 
(SIM

) 
Pen

gaw
asan 

R
egu

ler yan
g salah

 satu
 tu

ju
ann

ya 
u

n
tuk 

m
em

u
d

ah
kan

 
p

em
an

tau
an 

atas 
p

en
yelesaian

 
kegiatan 

au
d

it/pem
eriksaan

 
berkalar 

yan
g 

telah
 

d
itetap

kan
 

d
alam

 
Pro

gram
 

K
erja Pen

gaw
asan

 Tah
un

an
 (PK

PT).  
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a. 
Fo

rm
at 

Lap
o

ran
 

H
asil 

P
em

eriksaan
 

 
(LH

P) 
regu

ler 
b

elu
m

 
se

lu
ruh

n
ya 

se
su

ai 
d

en
gan

 keten
tu

an
 yan

gb
erlaku

. 
b

. 
P

elaksan
aan

 
kegiatan 

au
d

it/p
em

eriksaan
 

b
erkala 

b
elu

m
 

se
p

en
u

hn
ya 

m
en

ilai 
efektivitas, 

efesien
si 

d
an 

eko
n

o
m

is 
 

atas 
p

elaksan
aan

 
tu

gas 
p

oko
k 

d
an

 
fu

n
gsi 

P
eran

gkat D
aerah

 (perform
a

nce 
a

udit). 
K

egiatan
 

au
d

it/p
em

eriksaan
 

b
erkala 

m
asih

 
b

erfo
ku

s 
p

ad
a 

au
d

it 
ketaatan

 
(co

m
p

lia
nce 

a
udit) 

yan
g b

ersifat ad
m

in
istratif saja. 

c. 
R

u
an

g 
lin

gku
p

 
d

an
 

sasaran
 

p
en

gaw
asan

 
yan

g 
telah

 
d

itetap
kan

 d
alam

 P
K

PT b
elu

m
 

se
lu

ru
h

n
ya 

d
ijad

ikan
 

d
asar 

p
elaksan

aan
 

kegiatan 
au

d
it/p

em
eriksaan

 
b

erkala. 
Sasaran

 
au

d
it/p

em
eriksaan

 
m

asih
 b

erfo
ku

s p
ad

a p
en

ilaian
 

p
en

yelen
ggaraan

 
ad

m
in

istrasi 
u

m
u

m
 saja.  

H
asil 

evalu
asi 

m
en

u
n

ju
kkan

 
caku

p
an

 
p

elaksan
aan 

au
d

it/ 
p

em
eriksaan

 
b

erkala 
atas 

a. 
In

sp
ekto

rat 
D

aerah
 

belu
m

 
se

p
enu

h
n

ya 
m

em
b

an
gu

n
 

d
an 

m
en

gem
b

an
gkan

 
ped

o
m

an/juklak 
p

en
gaw

asan
 

in
tern

 
(no

rm
a, 

stan
d

ar, p
ro

sed
ur kerja)  m

elipu
ti 

m
eto

delo
gi, stand

ar d
an

 p
eran

gkat 
u

n
tuk se

tiap
 p

en
u

gasan
 m

u
lai d

ari 
tah

ap
 peren

can
aan

 sam
p

ai d
en

gan 
p

em
an

tau
an

 tin
d

ak lan
ju

t. 
b

. 
K

egiatan
 

ken
d

ali 
m

u
tu

 
d

an 
p

en
jam

in
an

 m
u

tu
 (q

uality control 
a

nd 
qu

ality 
assurance) 

p
ad

a 
p

elaksan
aan

 kegiatan
 pen

gaw
asan 

in
tern 

b
elu

m
 

sep
enu

hn
ya 

d
ilaksan

akan
 se

cara efektif. 

 

a. 
Pem

erin
tah 

Ko
ta 

Bo
n

tan
g 

telah  
m

en
etapkan

 
Peratu

ran
 

W
aliko

ta 
B

o
n

tan
g 

N
o

m
or 

10 
Tah

un
 

2016 
ten

tan
g 

Ped
o

m
an

 
K

en
d

ali 
M

u
tu 

Pen
gaw

asan
 

A
p

arat 
In

tern 
Pem

erin
tah

 D
aerah

. 
b

. 
B

PK
P 

Perw
akilan

 
Provin

si 
K

altim
 

m
en

jad
i 

p
en

jam
in

 
m

u
tu

 
(quality 

assurance) 
beb

erap
a 

kegiatan 
p

en
gaw

asan
 

in
tern

 
an

tara 
lain

 
kegiatan

 
pem

eriksaan
 

d
en

gan 
tu

ju
an

 
terten

tu
 

d
an

 
review

 
p

eren
can

aan
 

serta 
p

en
gan

ggaran
 

d
aerah. 
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P
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O
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O
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G
 

p
elaksan

aan
 

p
elayan

an
 

pu
b

lik 
h

an
ya 

1
8%

 
d

an
 

p
en

yelen
ggaraan

 
SPM

 
u

ru
san 

p
em

erin
tah

 d
aerah

 h
an

ya 27%
.   

K
ed

u
a 

ko
n

d
isi 

terse
b

u
t 

m
en

gakib
atkan

:  

a. 
H

asil 
p

elaksan
aan

 
kegiatan

 
p

en
gaw

asan
 

in
tern

 
b

elu
m

 
se

p
en

u
hn

ya tep
at tu

ju
an

 d
an

 
sasaran

.  
b

. 
W

aliko
ta 

d
an

 
O

b
rik 

terkait  
b

elu
m

 
sep

en
u

h
n

ya 
m

en
d

ap
atkan

 gam
b

aran
 

tata 
kelo

la 
d

an
 

p
en

gend
alian

 
in

tern
 

yan
g 

m
em

ad
ai 

d
ari 

O
brik 

yan
g 

d
ip

eriksa 
atau 

b
eresiko

 
m

en
d

ap
atkan 

P
ro

fil 
B

ias. 

H
al 

in
i 

akan
 

m
en

yu
litkan

 
p

eru
m

usan
 

reko
m

en
d

asi 
 

yan
g 

tep
at 

u
n

tu
k 

p
em

b
in

aan
 

d
an 

p
erb

aikan
 kin

erja b
agi O

brik yan
g 

b
ersan

gku
tan

. 

 
 

Pelaksan
aan

 kegiatan
 p

en
gaw

asan 
in

tern
 d

ilaku
kan

 o
leh

 PN
S terten

tu 
d

an
 jab

atan
 fu

n
gsio

n
al A

PIP yan
g 

terd
iri d

ari PFA
, P

2
U

P
D

 d
an

 A
u

d
itor 

K
ep

egaw
aian

.  

P
em

erin
tah

 
b

elu
m

 
m

en
etapkan 

p
eraturan

 
p

eru
nd

an
g-und

an
gan 

terkait 
 

p
en

gaw
asan

 
in

tern
 

yan
g 

ko
m

p
reh

en
sif 

u
n

tu
k 

m
en

gako
m

o
d

ir 
kep

en
tin

gan
 

d
an

 
h

asil 
pen

u
gasan 

In
sp

ekto
rat D

aerah
 telah

 m
en

etapkan 
Su

rat 
K

ep
u

tu
san

 
In

sp
ektu

r 
Ko

ta 
B

o
n

tan
g 

N
o

m
o

r 
20 

Tahu
n

 
2015 

ten
tan

g 
Ped

o
m

an
 

Pelap
oran

 
H

asil 
Pem

eriksaan
 

R
egu

ler 
seb

agai 
u

p
aya 
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K
etiga 

jab
atan

 
fu

n
gsio

n
al 

A
PIP 

terseb
u

t 
m

em
iliki 

p
ed

o
m

an 
stan

d
ar p

en
gaw

asan
 d

an
 p

en
ilaian

 
an

gka 
kred

it 
yan

g 
m

asin
g-m

asin
g 

b
erb

ed
a.  

K
on

d
isi 

in
i 

m
en

gakib
atkan 

kesu
litan

 
m

en
d

ap
atkan

 
h

asil 
p

elaksan
aan

 kegiatan
 pen

gaw
asan

 
in

tern
 yan

g terin
tegrasi d

an
 efesien

  

ketiga 
jab

atan
 

fu
n

gsio
n

al 
A

PIP 
terseb

u
t. 

p
en

yu
su

n
an

 
lapo

ran
 

yan
g 

terp
ad

u 
atas 

h
asil 

p
en

gaw
asan

 
in

tern
 

yan
g 

d
ilaku

kan
 

ketiga 
jab

atan
 

fun
gsion

al 
A

PIP terse
bu

t. 

 
 

Terd
ap

at kesen
jan

gan
 ko

m
p

eten
si 

(co
m

peten
cy 

g
a

p
) 

an
tara 

ru
an

g 
lin

gkup
 

kegiatan
 

pen
gaw

asan 
in

tern
 

terh
ad

ap
 

ketersed
iaan

 
ju

m
lah

 
d

an
 

keah
lian

 
SD

M
 

p
en

gaw
asan

. 

H
al 

in
i 

m
en

yu
litkan

 
d

alam
 

p
en

yu
su

n
an

 tea
m

m
ate

 yan
g id

eal 
se

su
ai 

d
en

gan
 

ru
an

g 
lin

gku
p 

p
en

gaw
asan

 
in

tern
 

yan
g 

akan 
d

ilaksan
akan

. 

a. 
K

eterb
atasan

 
alo

kasi 
an

ggaran
 

In
sp

ekto
rat 

D
aerah

 
u

n
tu

k 
p

en
gem

b
an

gan
 ko

m
p

eten
si SD

M
. 

b
. 

Ju
m

lah
 

SD
M

 
p

en
gaw

as 
m

asih 
ku

ran
g se

su
ai an

alisa b
eb

an
 kerja. 

c. 
In

sp
ekto

rat 
D

aerah
 

belu
m

 
m

em
iliki 

m
ekan

ism
e 

rekru
tm

en 
SD

M
 

secara kh
u

su
s yan

g b
erasal 

d
ari P

N
S Ko

ta B
o

n
tan

g.  

 

a. 
In

sp
ekto

rat 
D

aerah
 

telah 
m

en
yu

su
n

 
A

n
alisa 

K
eb

u
tuh

an 
D

iklat (A
K

D
). 

b
. 

B
PK

P 
Provin

si 
K

altim
 

telah
 

m
em

b
erikan

 
p

elatih
an

 
kan

to
r 

se
nd

iri 
(in 

house 
training

) 
u

n
tu

k 
p

elaksan
aan

 
b

eb
erap

a 
kegiatan 

p
en

gaw
asan

 in
tern

 yan
g b

aru
. 

c. 
Pen

am
b

ah
an

 SD
M

 pen
gaw

as yan
g 

b
erasal kegiatan

 u
jian

 p
en

yesu
aian 

ijazah
 (U

P
I) d

an
 tu

gas b
elajar PN

S 
K

o
ta B

on
tan

g.  

 
 

In
sp

ekto
rat 

D
aerah

 
b

elu
m

  
m

elaku
kan

 
p

em
an

tau
an 

p
en

yelesaian
 

tin
d

ak 
lan

ju
t 

atas 
se

lu
ru

h
 

kegiatan
 

p
en

gaw
asan 

in
tern

. 

Pem
an

tau
an

 
tin

d
ak 

lan
ju

t 
m

asih 
se

b
atas 

h
asil 

kegiatan 

In
sp

ekto
rat D

aerah
 b

aru
 m

em
iliki SO

P 
p

em
an

tau
an

 
tin

d
ak 

lan
ju

t 
h

asil 
kegiatan

 au
d

it/p
em

eriksaan
 b

erkala. 

In
sp

ekto
rat D

aerah
 sed

an
g m

elakukan 
review

 
SO

P 
kegiatan

 
p

en
gaw

asan 
in

tern
. 
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au
d

it/pem
eriksaan

 
b

erkala 
d

an 
h

asil p
em

eriksaan
 B

P
K

 se
rta B

PK
P, 

tid
ak 

term
asu

k 
kegiatan

 
review

, 
evalu

asi, m
o

n
ito

rin
g d

an
 kegiatan

 
p

en
gaw

asan
 in

tern
 lain

n
ya. 

 
 

Pen
yelesaian

 
tin

d
ak 

lan
ju

t 
h

asil 
au

d
it/p

em
eriksaan

 
b

erkala 
In

sp
ekto

rat 
D

aerah
 

d
an

 
tin

d
ak 

lan
ju

t 
reko

m
en

d
asi 

h
asil 

p
em

eriksaan
 (TLR

H
P

) B
PK

 R
I se

rta 
B

P
K

P
 

b
elu

m
 

se
su

ai 
target 

yan
g 

telah
 d

itetap
kan

. 

H
al 

in
i 

m
en

gakib
atkan 

P
eran

gkat 
D

aerah
 

belu
m

 
sep

en
u

h
nya 

d
ap

at 
m

em
p

erb
aiki tata kelo

la o
rgan

isasi 
m

en
jad

i 
leb

ih
 

b
aik 

d
ari 

p
erio

de 
se

b
elu

m
n

ya.  

a. 
P

en
yelesaian

 
b

eb
erap

a 
lap

oran 
h

asil 
au

d
it/p

em
eriksaan 

(LH
P) 

b
erkala m

asih
 b

elu
m

 tep
at w

aktu
.  

b
. 

P
elaksan

aan
 

p
em

an
tau

an
 

d
an 

evalu
asi 

p
enyelesaian 

reko
m

en
d

asi 
LH

P 
PK

PT 
K

o
ta 

B
o

n
tan

g b
elu

m
 b

erjalan
 efektif. 

c. 
Sistem

 
p

en
gelo

laan
 

keu
an

gan 
d

aerah
 K

o
ta B

on
tan

g tahu
n

-tah
un 

se
b

elu
m

nya 
 

m
asih

 
b

elu
m

 
se

p
enu

h
n

ya 
d

ilaksan
akan

 
secara 

tertib
 d

an
 b

aik. H
al in

i m
en

yu
litkan 

d
alam

 p
en

elu
su

ran
 do

ku
m

en
 yan

g 
d

ip
erlu

kan
 d

an
 p

ih
ak-p

ih
ak terkait 

u
n

tuk m
en

yelesaikan
 reko

m
en

d
asi 

h
asil p

em
eriksaan

 B
PK

. 
d

. 
B

eb
erap

a 
tin

d
ak 

lanju
t 

reko
m

en
d

asi 
h

asil 
pem

eriksaan  
m

asih
 

d
ise

lesaikan
 

secara 
b

ertah
ap

 
o

leh
 

O
brik 

yan
g 

b
ersan

gku
tan

 
teru

tam
a 

yan
g 

b
ersifat fin

an
sial. 

e. 
M

asih
 

ad
an

ya 
pem

ah
am

an
 

yan
g 

b
erb

ed
a 

terh
ad

ap 
p

enyelesaian 

a. 
In

sp
ekto

rat 
D

aerah
 

telah 
m

en
gem

b
an

gkan
 Sistem

 In
fo

rm
asi 

M
an

ajem
en

 
(SIM

) 
Pen

gaw
asan 

R
egu

ler b
ertu

ju
an

 u
n

tuk: 
- 

M
em

ud
ahkan

 p
em

an
tau

an
 atas 

p
en

yelesaian
 

kegiatan
 

au
d

it/pem
eriksaan

 
berkalar 

yan
g 

telah 
d

itetapkan
 

d
alam

 
Pro

gram
 

K
erja 

Pen
gaw

asan 
Tahu

n
an

 (PK
PT).  

- 
M

e
m

ud
ahkan 

evalu
asi 

p
erkem

b
an

gan 
atas 

p
en

yelesaian
 

tin
d

ak 
lan

ju
t 

reko
m

en
d

asi 
h

asil 
au

d
it/pem

eriksaan
 (TLR

H
P).  

b
. 

B
PK

 R
I telah

 m
en

gem
b

an
gkan

 SIP
-

Tin
d

ak 
Lanju

t 
un

tuk 
efektivitas 

p
em

an
tau

an
 

pen
yelesaian

 
TLR

H
P 

B
PK

 R
I. 
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reko
m

en
d

asi 
h

asil 
pem

eriksaan
  

o
leh

 O
b

rik yang b
ersan

gku
tan

. 

 
 

A
d

m
in

istrasi pelaksan
aan

 kegiatan 
p

en
gaw

asan
 

in
tern

 
b

elu
m

 
d

ilaku
kan

 
se

cara 
tertib

 
d

an
 

m
em

ad
ai. 

H
al 

in
i 

m
en

gakib
atkan

 
p

en
gam

b
ilan

 
 

keb
ijakan

 
p

en
gaw

asan
 b

erisiko
 m

en
jad

i tid
ak 

tep
at 

sasaran
 

karen
a 

 
tid

ak 
d

id
ukun

g d
ata   len

gkap
 d

an
 sah

. 

In
sp

ekto
rat 

D
aerah

 
b

elu
m

 
m

en
gem

b
an

gkan
 

ap
likasi 

tata 
kelo

la 
n

askah
 

d
in

as 
d

an
 

tata 
kelo

la 
arsip 

b
erb

asis 
tekn

o
lo

gi 
inform

asi 
ko

m
u

n
ikasi (TIK

).  

Pem
erin

tah
 

Ko
ta 

B
on

tan
g 

telah
 

m
elaku

kan
 

kerjasam
a 

d
en

gan 
Pem

erin
tah

 
K

o
ta 

B
an

du
n

g 
terkait 

h
ib

ah
 

ap
likasi 

d
alam

 
ran

gka 
p

en
erap

an
 Sm

art C
ity. 

 
 

Lap
o

ran
 h

asil kegiatan
 pen

gaw
asan

 
in

tern
 

belu
m

 
m

em
en

u
h

i 
keb

u
tu

h
an

 
p

en
ggun

a 
(sta

kehold
ers) 

d
an

 
p

em
an

gku
 

kep
en

tin
gan

 u
tam

a (W
aliko

ta) 

R
eviu

 
atas 

p
elaksan

aan
 

kegiatan
 

p
en

gaw
asan

 
in

tern
 

b
elu

m
 

d
ilakukan 

se
cara perio

d
ik. 

In
sp

ekto
rat 

D
aerah

 
telah 

m
en

gem
b

an
gkan 

Sistem
 

Info
rm

asi 
M

an
ajem

en
 

(SIM
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3.3. TELAHAAN RENSTRA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

TAHUN 2014 – 2018  

Dalam sistem manajemen kepemerintahan, Pemerintah Provinsi merupakan wakil 

dari pemerintah pusat di daerah bertugas untuk  koordinasi, pembinaan dan pengawasan 

kepada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah.  

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 telah ditetapkan 

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah  “Mewujudkan Kaltim 

Sajehtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah 

Linkungan”. Salah satu misi pembangunan daerah yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi 

Kalimantan Timur adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Profesional, 

Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik”. 

Penjabaran Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 

adalah  sebagai berikut: 

 
Gambar 3.3 

Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 

 

 

 
Sumber  :  Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Diolah) 

 

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 7 (tujuh) 

sasaran strategis untuk melaksanakan visi dan misi tersebut di atas. Adapun tujuan dan 

sasaran strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur yang berkaitan dengan pelaksanaan 

VISI  

Menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional 

MISI 1 

Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan 
keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah 

MISI 2 

Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan 
pengawasan, baik sesama APIP maupun Aparat Pengawasan Eksternal 

MISI 3 

Meningkatkan pengendalian internal pemerintah sesuai dengan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 
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sasaran Misi 1 “Smart Governance”  Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah misi pertama 

dengan tujuan dan sasaran strategis terkait sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5 

Tujuan dan Sasaran  Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-

2018 Sesuai Sasaran Misi 1  “Smart Governance” RPJMD Kota Bontang tahun 2016-

2021 

 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2018 

MISI 1 

Meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas 
kinerja instansi Pemerintah  

1. Meningkatkan Kualitas 
Laporan Keuangan dan 
Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Timur dan 
Kabupaten/Kota 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah 
berdasarkan hasil audit 
dan evaluasi APIP 

Skor rata-rata hasil 
evaluasi akuntabilitas 
kinerja SKPD dan Kab/Kota 

Skor 80 
(A) 

Persentase LPPD Kab/Kota 
yang mendapat nilai 
sangat tinggi 

80 % 

 

Sumber  :  Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Diolah) 
 

Hasil analisa permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang berdasarkan 

sasaran strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur beserta faktor penghambat dan 

faktor pendorong adalah sebagai berikut: 

1. Indikator kinerja Sasaran 

 “Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja SKPD dan Kab/Kota” 

a. Permasalahan Pelayanan 

Penerapan SAKIP Perangkat Daerah Kota Bontang belum sepenuhnya berjalan 

efektif. Skor rata-rata hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah masih 

bernilai “CC”. 

b. Faktor Penghambat 

1) Pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan aplikasi e-SAKIP untuk 

menunjang efektifitas penerapan SAKIP Perangkat Daerah. Namun demikian, 

penggunaan aplikasi e-SAKIP tersebut belum berjalan efektif untuk 

pengumpulan dan pengukuran data kinerja. 

2) Kegiatan evaluasi perkembangan capaian perjanjian kinerja Perangkat Daerah  

dan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bontang belum dilaksanakan secara 

periodik (setiap triwulan). 
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3) Beberapa pejabat struktural Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi 

perencanaan program belum seluruhnya memahami pentingnya penerapan 

SAKIP untuk meningkatkan hasil kinerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

4) Perencanaan kinerja yang disusun Perangkat Daerah belum seluruhnya 

memenuhi kriteria yang Baik.  

5) Beberapa SKPD belum menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP SKPD tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan adalah kegiatan evaluasi dan pemantauan 

penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah belum 

dilakukan secara efektif . 

c. Faktor Pendukung  

1) Bagian Organisasi Setda Kota Bontang telah melakukan pendampingan 

penyusunan LKIP Perangkat Daerah dengan narasumber dari Biro Organisasi 

Setda Provinsi Kaltim. 

2) Inspektorat Daerah Kota Bontang telah melakukan review LIKP Kota Bontang 

evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dan pendampingan evaluasi SAKIP Kota 

Bontang. 

2. Indikator Kinerja Sasaran 

“Persentase LPPD Kab/Kota yang mendapat nilai sangat tinggi” 

a. Permasalahan Pelayanan 

Hasil evaluasi LPPD Kota Bontang telah mendapatkan predikat “Sangat Tinggi” 

sejak tahun 2014. Namun demikian, nilai evaluasi tersebut berfluktuatif tidak 

memiliki kecenderungan meningkat.  

b. Faktor Penghambat 

1) Standar penilaian evaluasi untuk beberapa komponen aspek dalam LPPD masih 

belum baku. 

2) Masih adanya data capaian indikator kinerja kunci (IKK) yang disajikan dalam 

LPPD tidak sesuai dengan data pendukung dari Perangkat Daerah terkait. 

c. Faktor Pendukung 

1) Bagian Pemerintahan Setda Kota Bontang telah melakukan pendampingan 

penyusunan LPPD dengan narasumber dari Inspektorat Provinsi Kaltim dan 

BPKP Perwakilan Provinsi Kaltim setiap tahunnya. 

2) Inspektorat Daerah akan melakukan penilaian mandiri (self assesment) LPPD 

sebelum dievaluasi  oleh APIP lainnya. 
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3.4. TELAHAAN RENSTRA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN 

PEMBANGUNAN (BPKP) TAHUN 2015-2019 

Penetapan isu-isu strategis yang menjadi acuan penyusunan Renstra BPKP Tahun 

2015-2019 adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat  kematangan  implementasi penyelenggaraan  SPIP pemerintah belum ada 

mencapai level 3. 

2. Hasil  assessment BPKP  terhadap  396  APIP  menunjukkan  bahwa  kapabilitas  APIP  

(sampai  dengan pertengahan  tahun  2014)  masih  belum  menggembirakan.  Sejumlah  

362  APIP  atau 91,42%  APIP  masih  berada  pada  level  1  (initial),  33  APIP  atau  

8,33%  berada  pada level 2 (infrastructure), dan hanya 1 APIP atau (0,25%) berada 

pada level 3.   

3. Jumlah Pejabat  Fungsional  Auditor  (PFA)  sebanyak  12.755  orang, hanya memenuhi 

27,39% dari kebutuhan formasi auditor  sebanyak  46.560  auditor. 

4. Rendahnya penyerapan  anggaran  dan  penyerapan  yang  kurang  terencana  terlihat  

dari  pencairan anggaran cenderung melonjak secara cukup signifikan di akhir tahun.  

Penjabaran Visi dan Misi  BPKP Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.4 

Visi dan Misi BPKP Tahun 2015-2019 

 

Sumber  :   Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 
Tahun 2015 (Diolah) 

VISI  

Auditor  Internal  Pemerintah  RI  Berkelas  Dunia  untuk Meningkatkan Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional 

MISI 1 

Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola 

Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif 

MISI 2 

Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang 
Efektif 

MISI 3 

Mengembangkan  Kapabilitas  Pengawasan  Intern  Pemerintah  yang  
Profesional  dan Kompeten 
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Tabel 3.6 

Tujuan dan Sasaran  Strategis BPKP Tahun 2015-2019  

 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2019 

1. Peningkatan  Kualitas  
Akuntabilitas  
Pengelolaan  Keuangan  
dan  Pembangunan  
Nasional yang Bersih dan 
Efektif 

Meningkatnya Kualitas 
Akuntabilitas 
Pengelolaan Keuangan 
dan Pembangunan 
Nasional 

 

Indeks Akuntabilitas  
Pengelolaan Keuangan  
dan Pembangunan 

3 dari 
skala 5 

2. Peningkatan Efektivitas 
Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern 
Pemerintah 

Meningkatnya Maturitas 
Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah pada 
Kementerian, Lembaga, 
Pemerintah Daerah dan 
Korporasi dan Program 
Prioritas Pembangunan 
Nasional 

Level Maturitas SPIP Lintas 3 dari 
skala 5 

Level Maturitas SPIP 
K/L/Pemda 

3 dari 
skala 5 

Efektivitas SPI Korporasi 3 dari 
skala 5 

3. Peningkatan Kapabilitas 
Pengawasan Intern 
Pemerintah yang 
Profesional dan 
Kompeten 

Meningkatnya 
Kapabilitas Pengawasan 
Intern Pemerintah pada 
Kementerian, Lembaga 
dan Pemerintah Daerah 
serta Korporasi 

Level APIP K/L 3 dari 
skala 5 

Level APIP Pemda 3 dari 
skala 5 

 
Sumber  :   Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 

Tahun 2015  
 

Sasaran strategis BPKP Tahun 2015-2019 yang berkaitan dengan pencapaian sasaran 

strategis misi 1 “Smart Governance” Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah sasaran 

strategis kedua dan sasaran strategis ketiga. Hasil analisa permasalahan pelayanan 

Inspektorat Daerah Kota Bontang berdasarkan sasaran strategis ketiga BPKP “Meningkatnya 

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah 

Daerah serta Korporasi” telah diuraikan pada Subbab 3.1. 

 

3.4.1. TINGKAT MATURITAS PENYELENGGARAN SPIP KOTA BONTANG 

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian BPKP atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan 

SPIP pada Pemerintah Kota Bontang tahun 2015 Nomor: LHE-83/PW17/3/2016 tanggal      

25 Februari 2016 menunjukkan bahwa tingkat penyelenggaraan SPIP Kota Bontang berada 

pada level “Berkembang” dengan nilai maturitas SPIP sebesar 2,88 (Level 2).  

Hasil penilaian terhadap 25 fokus penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 

Hasil Penilaian Fokus Penyelenggaraan SPIP Kota Bontang 

 

NO. FOKUS PENILAIAN 
KLASIFIKASI 

NILAI 
KATEGORI 

I Unsur Lingkungan Penilaian   

1 Penegakan integritas dan nilai etika 1 Rintisan 

2 Komitmen terhadap kompetensi 1 Rintisan 
3 Kepemimpinan yang kondusif 1 Rintisan 

4 Struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan 3 Terdefinsi 

5 Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat 2 Berkembang 

6 Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang 
pembinaan sumber daya manusia 

3 Terdefinisi 

7 Perwujudan peran APIP yang efektif 3 Terdefinisi 

8 Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 3 Terdefinisi 

II Unsur Penilaian Risiko   

1 Indentifikasi risiko 0 Belum Ada 
2 Analisis risiko 0 Belum Ada 

III Unsur Kegiatan Pengendalian   

1 Penerapan umum kegiatan pengendalian 0 Belum Ada 

2 Reviu atas kinerja instansi pemerintah 3 Terdefinisi 

3 Pembinaan sumber daya manusia 3 Terdefinisi 

4 Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 3 Terdefinisi 
5 Pengendalian fisik atas aset 4 Terkelola dan 

Terukur 

6 Penerapan dan reviu indikator dan ukuran kinerja  5 Optimum 

7 Pemisahan fungsi 5 Optimum 
8 Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting 5 Optimum 

9 Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan 
kejadian 

5 Optimum 

10 Pembatasan akses atas sumber daya dan catatannya 5 Optimum 
11 Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya 5 Optimum 

IV Unsur Informasi dan Komunikasi   

1 Informasi yang relevan 3 Terdefinisi 

2 Komunikasi yang efektif 3 Terdefinisi 

V Unsur Pemantauan   

1 Pemantauan yang berkelanjutan 2 Berkembang 
2 Evaluasi terpisah 4 Terkelola dan 

Terukur 

 
Sumber  :  Laporan Hasil Penilaian BPKP Nomor : LHE-83/PW17/3/2016 

 
Tingkatan ini berarti Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan praktik 

pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat 

bergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas 

pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani 

secara memadai. 
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Beberapa permasalahan  yang mempengaruhi penilaian maturitas SPIP Kota 

Bontang adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Bontang belum melakukan indentifikasi risiko dan analisa risiko  

seluruh kegiatan pokok unit organisasi. 

2. Pemerintah Kota Bontang hanya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian pada 

sebagian kegiatan pokok unit organisasi sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. 

3. Pemerintah Kota Bontang hanya mengkomunikasikan  kebijakan dan prosedur pada 

sebagian kegiatan pokok unit organisasi. 

4. Pemerintah Kota Bontang hanya melaksanakan kebijakan dan prosedur pada sebagian 

kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara memadai.  

5. Pemerintah Kota Bontang hanya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan 

kebijakan dan prosedur pengendalian pada sebagian kegiatan pokok unit organisasi 

secara berkala. 

6. Pemerintah Kota Bontang telah melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi 

dalam pelaksanaan kegiatan, namun belum didukung dengan pemantauan otomatis 

menggunakan aplikasi komputer.  

Dalam rangka mendorong peningkatan kapabilitas APIP, BPKP telah menyediakan 

aplikasi yang dapat diakses secara daring (on line) pada website  resmi BPKP sehingga APIP 

diharapkan dapat melakukan penilaian mandiri kapabilitasnya secara berkala. Adapun upaya 

untuk mendorong peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, BPKP telah memberikan 

sosialisasi penyelenggaraan SPIP kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Bontang dan 

menjadi  quality assurance kegiatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Perangkat 

Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Bontang. 

 

3.5. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (PANRB) TAHUN 2015-2019 

Potensi dan permasalahan tata kelola dan reformasi birokrasi yang dihadapi 

Kementerian PANRB mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai 

berikut: 

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih. 

Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP pada tahun 2013 hanya 

33,55%, sedangkan jumlah pemerintah kabupaten/kota yang memiliki unit kerja 

berpredikat WBK/WBBM hanya 2 instansi.  
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Permasalahan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:  

a. Komitmen pemda untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang belum optimal. 

b. Kapasitas  pengelola  keuangan  dan  auditor  belum  menunjang  tersusunnya 

kualitas laporan keuangan yang baik. 

c. Manajemen pengelolaan barang milik daerah belum optimal. 

2. Meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik 

Rata-rata Indeks Integritas Pelayanan Publik daerah pada tahun 2013 mencapai 6,82 

kurang dari target indeks sebesar 8,00.  

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian sasaran tersebut adalah: 

a. Keterlambatan  implementasi  UU  No.  25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  

b. Komitmen  pimpinan  penyelenggara pelayanan  publik  untuk  menyelenggarakan  

pelayanan  yang  berkualitas  pada umumnya masih rendah. 

c. Manajemen kinerja pelayanan publik belum diterapkan secara  luas. 

d. Penerapan  TIK  untuk  menunjang  pelayanan  publik  belum  optimal. 

e. Penerapan  standar  pelayanan  yang  masih  rendah. 

f. Sistem monitoring  dan  evaluasi  kinerja  pelayanan  publik  yang  efektif belum 

tersedia. 

g. Sistem nasional penanganan pengaduan masyarakat yang efektif belum tersedia. 

3. Peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas  kinerja  birokrasi 

Jumlah pemerintah kab/kota yang menerapkan SAKIP dengan kategori Baik mencapai 

44,90% tidak mencapai target sebesar 60%.  

Permasalahan pencapaian sasaran tersebut antara lain: 

a. Kualitas  birokrasi  pemerintah  belum  mampu  mendukung  pemerintahan  yang 

efektif dan efisien. 

b. SDM aparatur belum bekerja secara profesional, berintegritas dan  bermental  

melayani. 

c. Tekanan  politik  terhadap  kinerja  birokrasi  masih  kuat dan  berpengaruh  pada  

lemahnya  independensi. 

d. Kualitas  kebijakan/regulasi  dan implementasinya  belum  konsisten  dan  tumpang  

tindih. 

e. Penerapan manajemen kinerja pada semua lini pemerintahan masih lemah. 

Perumusan visi dan misi Kementerian PANRB tahun 2015-2019 adalah sebagai 

berikut: 

 



 74 

Gambar 3.5 

Visi dan Misi Kementerian PANRB Tahun 2015-2019 

 

 
 

Sumber  :  Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2015 (Diolah) 

 

Misi Kementerian PANRB yang berkaitan dengan pencapaian sasaran misi pertama 

“Smart Governance” RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah misi pertama dan 

misi ketiga dengan  tujuan dan sasaran kedua misi tersebut sebagai berikut: 

  
Tabel 3.8 

Tujuan dan Sasaran  Strategis Kementerian PANRB  Tahun 2015-2019  Sesuai Sasaran 

Misi 1  “Smart Governance” RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 

 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2019 

1. Terwujudnya 
Pemerintahan yang 
Efektif dan Efisien 

Peningkatan efektivitas  
pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi  

Persentase Instansi 
Pemerintah yang memiliki 
nilai indeks  RB Baik  

(Kategori B ke atas) 

45% 
Kab/Kota 

2. Terwujudnya 
pemerintahan  yang 
bersih,  akuntabel dan  
berkinerja tinggi 

Meningkatnya 
akuntabilitas kinerja   

Persentase  IP Nilai  
Akuntabilitas Kinerja  “baik” 

50% 
Kab/Kota 

Meningkatnya 
penerapan sistem  
integritas  

Jumlah IP yang memiliki  unit 
kerja berpredikat 
WBK/WBBM 

9 IP 

 

Sumber  :  Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2015 (Diolah) 
 

VISI  

Mewujudkan Aparatur Negara yang Berkepribadian, Bersih, dan Kompeten untuk Mencapai 
Kualitas Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi 

MISI 1 

Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan 

MISI 2 

Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif 

MISI 3 

Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien 

MISI 4 

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi 
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Hasil analisa permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang berdasarkan 

sasaran strategis Kementerian PANRB beserta faktor penghambat dan faktor pendorong 

adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran 

“Peningkatan efektivitas  pelaksanaan Reformasi Birokrasi” 

a. Permasalahan Pelayanan 

Indeks RB Kota Bontang  berpredikat “C”. 

b. Faktor Penghambat 

1) Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan Peraturan Walikota Bontang 

Nomor 657 Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Bontang. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Road Map  dimaksud belum mencakup 

program quick win reformasi birokrasi. 

2) Pemerintah Kota Bontang belum sepenuhnya menerapkan perubahan pola pikir 

dan budaya kerja melalui pembentukan agen perubahan atau role model 

Perangkat Daerah.  

3) Pemerintah Kota Bontang belum sepenuhnya mengembangkan e-government 

secara optimal. 

4) Pemerintah Kota Bontang belum menerapkan SPIP secara efektif. 

5) Pemerintah Kota Bontang belum memiliki kebijakan penerapan Whistle 

Blowing System, kebijakan penanganan benturan kepentingan dan kebijakan 

penanganan pengaduan masyarakat. 

6) Pemerintah Kota Bontang belum mencanangkan Perangkat Daerah yang 

sebagai Zona Integritas (ZI). 

7) Pengelolaan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Bontang belum 

sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. 

8) Survey internal kapasitas organisasi Perangkat Daerah Kota Bontang belum 

dilaksanakan. 

9) Survey eksternal persepsi kualitas pelayanan belum dilaksanakan. 

10) Survey eksternal persepsi korupsi belum dilaksanakan. 

c. Faktor Pendukung  

1) Pemerintah Kota Bontang telah melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala. 

2) Pemerintah Kota melaksanakan penataan peraturan perundang-undang.  

3) Pemerintah Kota Bontang telah melaksanakan penataan tata laksana organisasi 
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Perangkat Daerah. 

3) Pemerintah Kota Bontang telah melakukan promosi jabatan secara terbuka dan 

memiliki sistem informasi kepegawaian. 

4) Inspektorat Daerah Kota Bontang terus menwujudkan peran APIP yang aktif.  

2. Sasaran 

“Meningkatnya penerapan sistem  integritas” 

a. Permasalahan Pelayanan 

Pemerintah Kota Bontang belum mencanangkan Perangkat Daerah yang sebagai 

Zona Integritas (ZI). 

b. Faktor Penghambat 

1) Pemerintah Kota Bontang belum menetapkan program pengendalian gratifikasi 

dan pendidikan anti korupsi. 

2) Perangkat Daerah yang dinilai belum menyusun dokumen rencana kerja 

pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

3) Perangkat Daerah yang dinilai belum seluruhnya melakukan evaluasi atas 

penerapan SOP Pelayanan publik yang dimiliki. 

4) Perangkat Daerah yang dinilai belum seluruhnya mengembangkan sistem 

pelayanan publik yang memadai dan budaya pelayanan prima. 

5) Perangkat Daerah yang dinilai belum seluruhnya memiliki standar kebijakan 

publik. 

6) Perangkat Daerah yang dinilai belum seluruhnya memiliki kode etik perilaku 

pegawai. 

7) Perangkat Daerah yang dinilai belum melaksanakan survey kepuasan 

masyarakat. 

8) Perangkat Daerah yang dinilai belum seluruhnya mengembangkan pegawai 

berbasis kompetensi.  

9) Perangkat Daerah yang dinilai belum seluruhnya menindaklanjuti hasil 

penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 

10) Perangkat Daerah yang dinilai belum menindaklanjuti seluruh temuan hasil 

pemeriksaan (Internal dan eksternal). 

c. Faktor Pendukung 

Perangkat Daerah yang dinilai telah melakukan penetapan kinerja individu secara 

berjenjang. 
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3.6. TELAHAAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN      

2015-2019 

Beberapa isu strategis Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi Inspektorat Daerah Kota Bontang sebagai berikut: 

1. Dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah yang Desentralistik, peningkatan pelayanan 

publik melalui SPM yang telah ditetapkan dan diinisiasi penerapannya, belum 

sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.  

2. Peningkatan kualitas waktu penyelesaian APBD belum diikuti sepenuhnya dengan 

komposisi anggaran yang berorientasi kepada Penggunaan Belanja Daerah untuk 

kepentingan pelayanan publik yang lebih optimal. 

3. Terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, untuk 

mendorong pemerintah selalu hadir ditengah masyarakat, memperkuat aspek 

pengawasan internal pemerintah, memantapkan pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan profesionalisme aparatur, terdapat beberapa masalah utama birokrasi 

sampai dengan ke tingkat Pemerintah Daerah, yakni: 

a. Tingkat produktivitas PNS masih rendah, serta manajemen sumber daya manusia 

aparatur belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, 

kinerja pegawai, dan organisasi. Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan 

dengan prestasi kerja. 

b. Aspek kewenangan, masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan 

wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya 

akuntabilitas kinerja instansi. 

c. Aspek pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) aparatur, ternyata belum 

sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, dan 

profesional. Selain itu, birokrat belum sepenuhnya memiliki pola pikir yang 

melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih baik (better performance), 

dan belum berorientasi pada hasil (outcomes). 

4. Perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan pada area rawan korupsi dalam 

pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, penerimaan daerah dari pajak dan 

retribusi, belanja hibah bansos, pengadaaan barang dan jasa, pengelolaan dana 

pendidikan, perizinan hutan primer dan lahan gambut serta minerba. 

Perumusan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 sebagai 

berikut:  
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Gambar 3.6 

Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 

 

 

 

 

 

Sumber  :  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 (Diolah) 
 

Perumusan misi Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 yang berkaitan dengan 

sasaran misi 1 “Smart City”  RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021adalah misi ketiga dan 

misi kelima. Kedua misi tersebut merupakan penjabaran strategi pembangunan bidang 

wilayah dan tata ruang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 yakni: 

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah 

2. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah 

 Tujuan  dan sasara strategis kedua misi tersebut yang berkenaan dengan sasaran misi 

“Smart City”  RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

VISI 

Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam 
Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi 

Bangsa 

1.  Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan 
 terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, 
 demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri. 

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui 
 harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, 
 serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan. 

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui 
 peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung 
 pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat. 

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan  daerah 
 melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta 
 perbatasan. 

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung 
 aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan 
 pelayanan publik. 

6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan 
 daerah. 
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Tabel 3.9 

Tujuan dan Sasaran  Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019  Sesuai 

Sasaran Misi 1  “Smart Governance” RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 

 

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA 
TARGET 

2019 

1. Peningkatan kualitas 
penyelenggaraan 
urusan dan tata kelola 
pemerintahan di 
Daerah 

Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan otonomi 
daerah untuk 
mencapai 
kesejahteraan 
masyarakat dan 
mendorong 
pertumbuhan ekonomi 
daerah 

Tingkat kualitas tata kelola 
Pemerintah Daerah sesuai 
dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan 

80% 

Meningkatnya kualitas 
pelayanan publik 
dalam 
penyelenggaraan 
pembangunan daerah 

Persentase penerapan SPM 
di Daerah (prov/kab/kota) 

60% 

Persentase daerah yang 
memenuhi pelayanan Dasar 

90% 

2. Peningkatan kualitas 
pengelolaan keuangan 
pemerintahan daerah 

Meningkatnya kualitas 
pengelolaan keuangan 
daerah yang 
partisipatif, 
transparan, efektif, 
efisien, akuntabel dan 
kompetitif. 

Jumlah pemda yang 
menerapkan akuntansi 
berbasis akrual 

(Opini WTP) 

28 Provinsi, 
350 

Kab/Kota 

 

Sumber  :  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 (Diolah) 
 

Hasil analisa permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bontang berdasarkan 

sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri beserta faktor penghambat dan faktor 

pendorong adalah sebagai berikut: 

1. Sasaran 

Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan 

masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

a. Permasalahan Pelayanan 

1) Indeks RB Kota Bontang  berpredikat “C” 

2) Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang berada pada level 2 

3) Capaian keberhasilan sasaran  Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kota Bontang dengan predikat  

“Memuaskan” sebesar 96,87%. 

4) Skor rata-rata nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berpredikat “CC” 
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5) Persentase pengaduan masyarakat dan aparatur yang telah ditindaklanjuti 

sebesar 100% 

b. Faktor Penghambat 

Pemerintah kota Bontang belum seluruhnya mempublikasikan proses perencanaan 

dan penganggaran, pelaksanaan penganggaran  serta pelaporan keuangan daerah 

termasuk perkembangan realisasi rencana umum pengadaan (RUP).  

c. Faktor Pendukung  

1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PPK 

Kota Bontang secara berkala. 

2) Pemerintah Kota Bontang telah mengadakan kerjasama dengan Pemerintah 

Kota Bandung untuk hibah aplikasi terkait pelaksanaan smart city yang akan 

dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. 

2. Sasaran 

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. 

a. Permasalahan Pelayanan 

Pelaksanaan kegiatan audit/pemeriksaan berkala belum sepenuhnya berorientasi 

pada penerapan SPM dan pelayanan publik sesuai sasaran pengawasan yang 

ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).  

Hasil evaluasi menunjukkan cakupan pelaksanaan audit/pemeriksaan berkala atas 

pelaksanaan pelayanan publik hanya 18% dan penyelenggaraan SPM urusan 

pemerintah daerah hanya 27%.     

b. Faktor Penghambat 

1) Inspektorat Daerah belum sepenuhnya membangun dan mengembangkan 

pedoman/juklak pengawasan intern (norma, standar, prosedur kerja)  meliputi 

metodelogi, standar dan perangkat untuk setiap penugasan mulai dari tahap 

perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. 

2) Kegiatan kendali mutu dan penjaminan mutu (quality control and quality 

assurance) pada pelaksanaan kegiatan pengawasan intern belum sepenuhnya 

dilaksanakan secara efektif. 

c. Faktor Pendukung 

Pemerintah Kota Bontang telah  menetapkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Aparat Intern Pemerintah 

Daerah. 
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3. Sasaran 

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, 

efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif. 

a. Permasalahan Pelayanan 

1) Pemerintah Kota Bontang harus mempertahankan predikat WTP yang telah 

diperoleh sejak tahun 2015. 

2) Seiring diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) 

Perangkat Daerah karena beberapa kewenangann urusan pemerintah daerah 

yang sebelumnya dilaksanakan pemerintah Kota Bontang telah dilimpahkan 

kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat seperti urusan pendidikan 

menengah yang menjadi kewenangan provinsi. 

Hal tersebut mengakibatkan adanya penyerahan sebagian aset pemerintah Kota 

Bontang kepada pemerintah provinsi yang dapat menimbulkan risiko terjadinya 

pencatatan aset menjadi tidak akurat.  

b. Faktor Penghambat 

1) Sistem informasi manajemen keuangan dan sistem informasi manajemen aset 

pemerintah Kota Bontang masing-masing menggunakan aplikasi yang berbeda 

belum memiliki interoperabilitas secara daring (online). 

2) Pelaksana pengelolaan keuangan Perangkat Daerah belum seluruhnya memiliki 

kemampuan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.  

c. Faktor Pendukung 

1) Rekonsiliasi pengeluaran belanja dan penatausahaan aset Perangkat Daerah 

telah dilakukan secara berkala setiap triwulan. 

2) Inspektorat Daerah Kota Bontang telah melakukan review penganggaran selain 

review pelaporan keuangan dalam rangka kesesuaian penganggaran terhadap 

standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. 

 

3.7. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 

Hasil analisa sumber daya, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah tahun 2011-2016, 

tantangan dan peluang serta telahaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat terhadap mandat 

RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 dan Renstra Inspektorat Provinsi, 

Kementerian/Lembaga, maka dapat dipetakan permasalahan strategis sebagai berikut: 
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Berdasarkan pemetaan permasalahan strategis pada tabel 3.8, maka dapat dirumuskan 

isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2016-2021 sebagai berikut: 

1. Persepktif pengguna layanan  

a. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bontang belum 

sepenuhnya berjalan efektif.  

Hasil evaluasi menunjukkan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bontang tahun 2015 

mendapatkan kategori “C” belum mencapai target dengan kategori “B” ke atas. 

b. Penerapan sistem integritas pada pemerintah Kota Bontang belum berjalan 

efektif. 

Hasil evaluasi menunjukkan Perangkat Daerah Kota Bontang yang melaksanakan 

pelayanan publik langsung kepada masyarakat belum ada yang memenuhi kriteria 

menjadi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani (WBK/WBBM) atau belum mencapai target sebanyak 2 Perangkat 

Daerah. 

c. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas instansi pemerintah Kota Bontang 

belum sepenuhnya berjalan efektif. 

Walaupun nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Bontang telah mendapatkan 

predikat “B”, hasil evaluasi menunjukkan bahwa skor rata-rata hasil evaluasi 

akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah tahun 2016 masih memperoleh nilai “CC”. 

d. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kota 

Bontang perlu didukung dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) 

dan pelayanan publik yang akuntabel. 

Hasil evaluasi  laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kota 

Bontang  mendapatkan nilai “Sangat Tinggi” sejak 2 (dua) tahun terakhir. Namun 

demikian, penilaian akuntabilitas keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menjadi 

prioritas sasaran pengawasan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi realisasi program 

kerja pengawasan tahunan (PKPT) Kota Bontang tahun 2015, pelaksanaan 

audit/pemeriksaan berkala pada aspek penerapan SPM hanya sebesar 27% dan 

aspek pelayanan publik hanya sebesar 18% dari total sasaran pengawasan yang 

harus dilakukan.  

e. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kota Bontang telah 

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak 2 (dua) tahun 

terakhir harus dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. 
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f. Penanganan pengaduan masyarakat dan aparatur perlu ditinjau dari 

pengawasan atas penyalahgunaan wewenang. 

Penanganan pengaduan masyarakat dan aparatur tidak hanya berdimensi 

pelanggaran disiplin pegawai,  ketidakpatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan 

jasa dan unsur-unsur pelanggaran lainnya, tetapi juga berdimensi sebagai 

penyalahgunaan wewenang oleh Perangkat Daerah dan/atau pejabat pemerintahan 

daerah yang  dapat menimbulkan kesalahan administratif dan kerugian keuangan 

daerah. Hal ini sesuai  UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan Pasal 20 telah mengamanatkan agar Inspektorat Daerah selaku APIP 

melakukan pengawasan atas penyalahgunaan wewenang oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan daerah.  

g. Efektifitas pelaksanaan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi 

(AD PPK) Kota Bontang perlu ditingkatkan. 

h. SPIP belum sepenuhnya diimplemetasikan secara efektif pada tingkat 

Pemerintah Kota Bontang dan Perangkat Daerah. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP Kota Bontang masih 

berada pada level 2 belum mencapai target di level 3. 

i. Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemerikaan BPK belum 

sepenuhnya berjalan efektif. 

Berdasarkan daftar rekapitulasi TLRHP BPK RI pada ikhtisar hasil pemeriksaan 

semester (IHPS) pertama tahun 2016, diketahui jumlah rekomendasi yang harus 

ditindaklanjuti sebanyak 656 buah, dengan status: 

- Status telah selesai sebanyak 465 rekomendasi (71%),  

- Status belum selesai sebanyak 187 rekomendasi (28,5%) dan  

- Status tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi (0,5%). 

j. Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP masih rendah. 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan PKPT 

tahun 2015 yang harus ditindaklanjuti sebanyak 518 buah. Sampai dengan bulan 

Juni 2016, rekomendasi berstatus telah selesai sebanyak 142 buah (27%), berstatus 

belum selesai sebanyak 6 buah (1%) dan belum ditindaklanjuti sebanyak 370 buah 

(71%). 
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2. Perspektif Proses Internal 

a. Kualitas kapabilitas APIP Kota Bontang perlu ditingkatkan sehingga dapat 

menjalankan peran pengawasan intern menjadi lebih efektif.  

Hasil evaluasi menunjukkan kapabilitas APIP Kota Bontang masih berada pada 

level 2 belum mencapai level 3 sesuai target nasional. Salah satu elemen yang perlu 

ditingkatkan kualitasnya adalah praktik profesional melalui peningkatan  mutu 

sistem manajemen pengawasan intern dengan beberapa perbaikan antara lain: 

1) Perencanaan pengawasan intern berbasis risiko. 

2) Ketepatan waktu pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan intern sesuai 

jadwal PKPT. 

3) Penyelesaian cakupan pengawasan intern sesuai PKPT. 

4) Pengembangan pedoman/juklak pengawasan intern (norma, standar, prosedur 

kerja)  meliputi metodelogi, standar dan perangkat untuk setiap penugasan 

mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. 

5) Peningkatan efektifitas  kendali mutu dan penjaminan mutu (quality control and 

quality assurance) pada pelaksanaan kegiatan pengawasan intern. 

b. Penerapan sistem manajemen kinerja internal perlu tingkatkan yang 

terintegrasi dengan penyelenggaraan sistem manajemen risiko. 

Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah telah mendapatkan predikat B ke atas 

sejak tahun 2010. Namun demikian,  capaian  rata-rata Renja  berdasarkan 

Perjanjian Kinerja tahun 2011-2015 berpredikat “Tinggi” mengalami 

kecenderungan menurun setiap tahunnya. 

3. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran serta Finansial 

a. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai standar perlu menjadi prioritas 

agar dapat mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.  

Berdasarkan laporan aset per 31 Juni 2016, nilai perolehan awal aset dalam kondisi 

baik sebesar Rp3.260.120.699,00. Namun demikan,  nilai manfaat (cost benefit) aset 

tersebut telah berkurang menjadi Rp722.466.780,00 atau hanya 22,16% dari nilai 

perolehan awal. 

b. Pengelolaan SDM pengawasan perlu dilaksanakan secara profesional dan 

berbasis kompetensi untuk menghasilkan produk pengawasan intern yang 

berkualitas baik. 

Sesuai hasil analisa beban kerja (ABK) tahun 2013, Inspektorat Daerah masih 

memerlukan jabatan fungsional APIP sebanyak 11 orang atau 20,17% dari total 
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pegawai Inspektorat Daerah saat ini. Hasil evaluasi juga menunujukkan adanya 

kesenjangan kompetensi (competency gap) antara ruang lingkup kegiatan 

pengawasan intern terhadap ketersediaan jumlah dan keahlian SDM pengawasan. 

c. Pelaksanaan sistem tata kelola organisasi Inspektorat belum seluruhnya 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi 

(interoperabilitas) serta dapat diakses secara daring (online). 

Penggunaan sistem manajemen informasi (SIM) pada proses bisnis di Inspektorat 

Daerah saat ini berasal pengembangan dari eksternal yang dipergunakan secara 

umum oleh Perangkat Daerah seperti pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, 

perencanaan daerah dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan belanja daerah.  

Pengembangan dari eksternal lainnya adalah proses bisnis pemantauan penyelesaian 

TLRHP BPK yakni SIP-TL BPK RI. 

Inspektorat Daerah telah memiliki 1 (satu)  SIM yang berasal dari pengembangan 

internal yakni SIM Reguler untuk proses bisnis pelaksanaan audit/pemeriksaan 

berkala, pelaporan dan  pemantauan tindak lanjut, namun SIM tersebut masih dalam 

pengembangan dan  tidak dapat dipergunakan secara daring (online).  Proses bisnis 

yang perlu memanfaatkan TIK antara lain tata kelola arsip dan sistem manajemen 

pengawasan intern yang terpadu.  

d. Pemanfaatan anggaran terhadap keluaran (output) belanja  perlu 

dioptimalkan. 

Realisasi anggaran Inspektorat Daerah selama tahun 2011-2016  sudah cukup baik 

rata-rata lebih dari 80%. Inspektorat Daerah perlu mengembangkan analisa standar 

biaya (ASB) pengawasan intern agar pelaksanaan anggaran dapat terukur dan 

dimanfaatkan secara optimal sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah 

berbasis daerah. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

4.1. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH  

Berdasarkan hasil telahaan pada Bab sebelumnya dapat dirumuskan tema rencana 

strategis Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 

Tema Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 

 

 

 

 

 

 

Sumber   :  Diolah 
 

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal  

272 Ayat (2) bahwa Rencana strategis Inspektorat Daerah selaku Perangkat Daerah cukup 

memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan. Namun demikan, berdasarkan 

Keputusan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia 

(AAIPI) Nomor: 005/AIIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern 

Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Telahaan Sejawat 

Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada Paragraf 3010, Inspektorat Daerah selaku 

organisasi profesi APIP masih  menyusun visi dan misi organisasi. 

PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN 

•Peningkatan mutu akuntabilitas 
pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 
daerah Kota Bontang berbasis 
Pembangunan Kota Berkelanjutan dengan 
pilar Smart City, Green City dan  Creative 
City 

HUKUM DAN APARATUR 

•Peningkatan kualitas tata kelola 
pemerintahan dan reformasi birokrasi Kota 
Bontang yang akuntabel, bersih dan efektif 
sebagai perwujudan pencegahan dan 
pemberantasan korupsi 

PERAN EFEKTIF APIP 

•Peningkatan mutu kapabilitas Inspektorat Daerah yang 
dapat menjadi role model APIP pada Kab/Kota/Provinsi 
Kalimantan Timur 
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Gambar 4.2 

Visi dan Misi Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 

 

 
 

 

 

Sumber   :  Diolah 

 

Pernyataan visi tersebut mengandung 5 (lima) kata kunci: 

1. APIP mengandung makna Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP) yang melaksanakan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan urusan 

pemerintah Kota Bontang.  

2. Berintegritas mengandung makna Inspektorat Daerah  memiliki kapabilitas APIP pada 

level 3 (Integrated) dengan karateristik sebagai berikut: 

a. APIP  Kota Bontang mampu memberikan  keyakinan  yang  memadai  atas  

ketaatan, kehematan,  efisiensi,  dan  efektivitas  pencapaian  tujuan  

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); 

b. APIP  Kota Bontang mampu memberikan  peringatan  dini  dan  meningkatkan  

efektivitas manajemen  risiko  dalam  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  

InstansiPemerintah (anti corruption activities); dan 

c. APIP Kota Bontang  mampu memelihara  dan  meningkatkan  kualitas  tata  kelola 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (consulting activities). 

3. Katalisator mengandung makna Inspektorat Daerah sebagai Perangkat Daerah menjadi 

role model yang mampu mengakselerasi pencapaian misi pembangunan daerah Kota 

Bontang yakni SMART CITY, GREEN CITY  dan CREATIVE CITY. 

VISI 

APIP yang Berintegritas Sebagai Katalisator Mewujudkan Kepemerintahan Kota 
Bontang yang Cerdas Ke Arah yang Lebih Baik  (Smart Governance for Better 

Government) 

MISI 

Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota 
Bontang  yang Taat, Akuntabel dan Efektif (The Quality Achievements of Three 

Sustainable Urban Development Programs; Smart City, Green City and Creative City) 
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4. Kepemerintahan Kota Bontang yang Cerdas (Smart Governance), mengandung 

makna Inspektorat Daerah dapat memberikan jaminan bahwa pencapaian misi 

pembangunan daerah Kota Bontang adalah produk dari sistem kepemerintahan Kota 

Bontang yang dikelola secara cerdas menganut  prinsip-prinsip tata kepemerintahan 

yang baik (good governance) berbasis teknologi informasi komunikasi (TIK) 

terintegrasi. 

5. Ke arah yang lebih baik (Better Government) mengandung makna kegiatan 

pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat Daerah dapat meningkatkan kredibilitas 

pemerintah Kota Bontang menjadi lebih baik dibandingkan periode  sebelumnya. 

Visi dan misi senantiasa berubah sesuai perubahan proses bisnis organisasi dan 

lingkungan eksternal. Adapun perkembangan visi dan misi Renstra Inspektorat Daerah  tahun 

2002-2021 disajikan berikut: 

  
Tabel 4.1 

Perkembangan Visi dan Misi Renstra Inspektorat Daerah 2002-2021 

 

2002-2006 2006-2011 2011-2016 2016-2021 

Badan Pengawas 
Daerah 

Badan Pengawas 
Daerah berubah SOTK  

Inspektorat Daerah 

Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah 

VISI 

Mewujudkan Aparatur 
Pemerintah yang Bersih 
dan Bebas dari KKN 
dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 

Mewujudkan Aparatur 
Pemerintah yang Bersih 
dan Bebas dari KKN 
dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 

Aparat Pengawas Internal 
yang Profesional dalam 
meningkatkan tata kelola 
kepemerintahan Kota 
Bontang yang baik  
 

APIP yang berintegritas 
sebagai katalisator 
mewujudkan 
kepemerintahan Kota 
Bontang yang cerdas ke 
arah yang lebih baik  
(Smart Governance and  
A Better Government)  

MISI 

1. Meningkatan 
Kualitas Aparatur 
Pengawas yang 
Profesional. 

2. Meningkatkan 
Pengawasan yang 
Sistematis Efesien 
dan Efektif  

3. Meningkatkan Peran 
Serta Masyarakat 
dalam Pengawasan 
terhadap 
Pelaksanaan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 

1. Meningkatan Kualitas 
Aparatur Pengawas 
yang Profesional. 

2. Meningkatkan 
Pengawasan yang 
Sistematis Efesien 
dan Efektif  

3. Meningkatkan Peran 
Serta Masyarakat 
dalam Pengawasan 
terhadap Pelaksanaan 
Pemerintahan dan 
Pembangunan 

1. Mewujudkan efektivitas 
peran pengawasan intern 
untuk peningkatan 
capaian kinerja 
penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah 
Kota Bontang 
berdasarkan tata kelola 
kepemerintahan yang 
baik  

2. Mengembangkan 
kapasitas pengawasan 
yang profesional dan 
kompeten yang didukung 
kualitas  manajemen 
internal  yang memadai  

Menjamin kualitas 
pencapaian tujuan dan 
sasaran pembangunan 
daerah Kota Bontang  
yang taat, akuntabel dan 
efektif 
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4.2. NILAI-NILAI DASAR ORGANISASI 

Nilai-nilai dasar oganisasi Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021  sebagai berikut: 

1. Profesional 

Kesanggupan seluruh anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau 

melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan,  dengan dilandasi oleh sikap 

(attitude)  semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pengetahuan (knowledge) yang 

luas dan ketrampilan (skill) yang tinggi.  

2. Obyektif 

Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan 

fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu 

dalam bersikap dan pengambilan keputusan.  

3. Perbaikan terus - menerus (continous improvement) 

Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self development),  mengembangkan 

kualitas SDM,   selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan  produk  

organisasi dalam rangka meningkatkan  kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai 

kualitas pelayanan terbaik. 

 

4.3. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT 

DAERAH 

Perumusan tujuan mengacu pada ketiga tema Renstra Inspektorat Daerah tahun 2016-

2021 sebagai berikut: 

1. Meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah Kota Bontang.  

2. Meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi Kota Bontang yang akuntabel, 

bersih dan efektif. 

3. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Inspektorat Daerah yang berintegritas, 

profesional dan modern. 

Perumusan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah menggunakan metode 

Balancescored Card. Hal ini bertujuan menghasilkan perumusan strategi dari 4 (empat) 

perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan; perspektif proses internal (internal business 

process); perspektif kelembagaan; dan perspektif keuangan sebagai konstrain (cost-

effectiveness) dan untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (allocative 

efficiency). Perumusan sasaran strategis adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 

Peta Strategis (Strategy Map) Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021 

 

VISI 
APIP yang Berintegritas Sebagai Katalisator Mewujudkan Kepemerintahan Kota Bontang yang Cerdas Ke Arah 

yang Lebih Baik  (Smart Governance for Better Government) 

MISI 
Menjamin Kualitas Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bontang  yang Taat, Akuntabel 
dan Efektif  (The Quality Achievements of Three Sustainable Urban Development Programs; Smart City, 
Green City and Creative City)  

TUJUAN 
1. Meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 

Kota Bontang (The Quality of Performance Accountability and  Financial Accountability) 
2. Meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi Kota Bontang yang akuntabel, bersih dan efektif  

(The Quality of Governance and Bureaucratic Reform) 
3. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi Inspektorat Daerah yang berintegritas, profesional dan 

modern (The Quality of Internal Audit Capability) 
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4.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT DAERAH 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektur Daerah merupakan indikator 

kinerja yang berfokus perspektif stakeholders mengacu indikator kinerja sasaran strategis 

RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 sebagai berikut: 

 
Tabel 4.3 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah 

 

NO. SASARAN IKU 

1. Meningkatnya mutu akuntabilitas kinerja 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah 

a. Indeks rata-rata akuntabilitas 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
daerah 

b. Rasio temuan BPK yang telah selesai 
ditindaklanjuti 

c. Rasio temuan APIP yang telah selesai 
ditindaklanjuti 

d. Indeks rata-rata akuntabilitas kinerja 
Perangkat Daerah 

2 Meningkatnya mutu akuntabilitas 
pengelolaan   keuangan daerah kota 
Bontang 

Indeks opini BPK atas LKPD  

 

3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan 
reformasi birokrasi di lingkungan 
pemerintah Kota Bontang 

Indeks RB Kota Bontang 

 

4. Meningkatnya efektivitas penanganan 
kasus pengaduan masyarakat dan aparatur 
yang terbuka  responsif 

Persentase kasus pengaduan masyarakat dan 
aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti 

5. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP 
Kota Bontang 

Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki 
tingkat maturitas SPIP pada level 3 
(Terdefinisi) 

6. Meningkatnya mutu kapabilitas APIP Kota 
Bontang 

Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang 

 

Sumber  :  Diolah 

 

4.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH 

Perumusan strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran 

strategis Inspektorat Daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 
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BAB V 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, 

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

5.1. RENCANA KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT 

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Inspektorat 

Daerah telah menyusun program dan kegiatan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni: 

1. Program Urusan Wajib  

Program urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah merupakan program 

pembangunan daerah misi pertama RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 atau 

kegiatan PKPT terdiri dari: 

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalaian Pelaksanaan 

Kebijakan KDH 

b. Program Pengintensifikasian Penanganan Pengaduan Masyarakat 

c. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalaian Intern Pemerintah 

2. Program  Adminitrasi Umum Pemerintahan  

Program ini merupakan program yang bersifat pelayanan internal perkantoran untuk 

memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif atau kegiatan Non PKPT, 

terdiri dari: 

a. Program administrasi umum pemerintah daerah: 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

b. Program ketatalaksanaan dan kelembagaan 

1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 

Keuangan. 

2) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 

Pengawasan. 

c. Program peningkatan kompetensi SDM 

1) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur 

Pengawasan. 

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. 
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BAB VI 

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

 

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bontang yang mengacu tujuan dan 

sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 6.1 

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 
 

NO INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA 

PADA AWAL 
PERIODE 
RPJMD 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  
KONDISI 
KINERJA 

PADA AKHIR 
PERIODE 
RPJMD 

TAHUN  0 
TAHUN 

1 
TAHUN  

2 
TAHUN 

3 
TAHUN 

4 
TAHUN  

5 

1. IKU.01.01.01  

Indeks rata-rata 
akuntabilitas 
penyelenggaraan 
urusan 
pemerintahan 
daerah  

 

N/A 

 

2 
(Skor C) 

 

3 
(Skor B) 

 

3 
(Skor B) 

 

3 
(Skor B) 

 

3 
(Skor B) 

 

ST 
 

2. IKU.01.01.02 

Indeks rata-rata  
akuntabilitas 
kinerja Perangkat 
Daerah 

 

2,5 
(Skor CC) 

 

3 
(Skor B) 

 

3 
(Skor B) 

 

3 
(Skor B) 

 

3 
(Skor B) 

 

3 
(Skor B) 

 

B 
 

3. IKU.01.01.03  

Rasio temuan BPK 
yang telah selesai 
ditindaklanjuti 

 

75% 

 

80% 

 

82,5% 

 

85% 

 

87,5% 

 

90% 

 

90% 

4. IKU.01.01.04 

Rasio temuan APIP 
yang telah selesai 
ditindaklanjuti  

 

 

N/A 

 

70% 

 

75% 

 

80% 

 

85% 

 

100% 

 

100% 

5. IKU.01.02.01 

Indeks opini BPK 
atas LKPD 

 

4 
(WTP) 

 

4 
(WTP) 

 

4 
(WTP) 

 

4 
(WTP) 

 

4 
(WTP) 

 

4 
(WTP) 

 

WTP 
 

6. IKU.02.01.02 

Indeks RB Kota 
Bontang 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 
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NO INDIKATOR 

KONDISI 
KINERJA 

PADA AWAL 
PERIODE 
RPJMD 

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN  
KONDISI 
KINERJA 

PADA AKHIR 
PERIODE 
RPJMD 

TAHUN  0 
TAHUN 

1 
TAHUN  

2 
TAHUN 

3 
TAHUN 

4 
TAHUN  

5 

7. IKU.02.01.03 

Jumlah Perangkat 
Daerah yang telah 
berpredikat ZI 
menuju 
WBK/WBBM 

 

- 

 

1 PD 

 

1 PD 

 

2 PD 

 

2 PD 

 

2 PD 

 

2 PD 

8. IK.02.02.01 

Rasio capaian AD 
PPK Kota Bontang 
dengan kategori  
“Memuaskan” 

 

N/A 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

9. IKU.02.03.01 

Persentase kasus 
pengaduan 
masyarakat dan 
aparatur yang telah 
selesai 
ditindaklanjuti 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

10. IKU.02.04.01 

Jumlah Perangkat 
Daerah yang 
memiliki tingkat 
maturitas SPIP pada 
level 3  

 

N/A 

 

5 PD 

 

10 PD 

 

15 PD 

 

20 PD 

 

29 PD 

 

Level 3 

11. IK.03.01.01  

Tingkat kapabilitas 
APIP Kota Bontang 

 

Level 2 
 

 

Level 3 
(3 

elemen 
di Level 

3) 

 

Level 3 
(4 

elemen 
di Level 

3) 

 

Level 3 
(6 

elemen 
di Level 

3) 

 

Level 3 
(1 

elemen 
di Level 

3) 

 

Level 3 
(2 

elemen 
di Level 

4) 

 

Level 3  
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BAB VII 

PELAKSANAAN MASA TRANSISI  

 

 

7.1.  PELAKSANAAN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 

2016 

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2016 merupakan masa 

transisi/peralihan antara tahun terakhir periode Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2011-2016 

dengan tahun pertama periode Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2016-2021. Pemerintah 

Kota Bontang juga melakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) 

Perangkat Daerah sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yang berlaku efektif tanggal 3 Januari 2017. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka rumusan 

pelaksanaan Rencana kerja (Renja) tahun 2016 masih mempedomani Renstra tahun 2011-

2016 dan juga dapat diukur capaiannya berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 sebagai data 

awal pelaksanaan Renja tahun-tahun berikutnya.  

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) transisi  Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 7.1. 

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)  Transisi Tahun 2016  

 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET  

1 Meningkatnya mutu 
akuntabilitas kinerja 
penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah 

a. Persentase jumlah SKPD yang capaian 
kinerjanya memiliki tingkat ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan 
dengan kategori “Baik” 

80% 

b. Indeks rata-rata  akuntabilitas kinerja SKPD 2,5     
(Skor CC) 

c. Rasio temuan BPK yang telah selesai 
ditindaklanjuti 

75% 

d. Persentase penyelesaian tindak lanjut 
rekomendasi hasil pengawasan  APIP 

100% 

2 Meningkatnya mutu 
akuntabilitas pengelolaan   
keuangan daerah kota 
Bontang 

 

 

Indeks opini BPK atas LKPD 4 (WTP) 
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NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET  

3 Meningkatnya efektivitas 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi di lingkungan 
pemerintah Kota Bontang 

Indeks RB Kota Bontang B 

4 Meningkatnya efektivitas 
penanganan kasus 
pengaduan masyarakat dan 
aparatur yang terbuka dan  
responsif 

Persentase kasus pengaduan masyarakat dan 
aparatur yang telah selesai ditindaklanjuti 

 

100% 

5 Meningkatnya kualitas 
penerapan SPIP Kota 
Bontang 

 

Tingkat maturitas SPIP Kota Bontang   2 

6 Meningkatnya mutu 
kapabilitas APIP Kota 
Bontang 

a. Tingkat kapabilitas APIP Kota Bontang 2 

b. Ketepatan perencanaan terhadap waktu 
proses pelaksanaan dan pelaporan 
pengawasan 

60% 

c. Nilai rata-rata keberhasilan kegiatan 
Inspektorat Daerah 

> 84% 

7 Meningkatnya kapasitas SDM 
yang profesional 

Nilai rata-rata  evaluasi  kinerja individu 
pegawai inspektorat 

> 90% 

8 Meningkatnya pemanfaatan 
teknologi informasi dan 
kualitas sarana prasarana 
dalam tata kelola organisasi  

Jumlah utilitas aset kondisi baik 100% 

9 Meningkatnya pengelolaan 
anggaran yang efektf 

Persentase kinerja pelaksanaan anggaran  
Inspektorat Daerah 

80% 

 

 
Adapun rencana kerja (Renja) Inspektorat Daerah masa transisi tahun 2016 mengacu pada 

Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang  Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang tahun 2016-2021 pada  Tabel 8.1 tentang 

Indikasi Program Prioritas dan Pendanaan Tahun 2016 sebagai berikut: 
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Tabel 7.2. 

Rencana Kerja (Renja)  Transisi Tahun 2016 

 

NO. 

PROGRAM 

PRIORITAS 
PEMBANGUNAN 

INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET 
PAGU INDIKATIF 

(Rp) 

1 Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran  

Tingkat pelayanan administrasi 
perkantoran 

100%   2.400.707.000,00  

2 Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Tingkat pemenuhan sarana dan 
prasarana aparatur 

100%       265.216.000,00  

3 Program Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

Meningkatnya Disiplin dan Kinerja 
Aparatur 

100%         34.686.000,00  

4 Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

Penigkatan Kapasitas Sumberdaya 
Aparatur 

100%       596.865.000,00  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Peningkatan 

Sistem Pengawasan 
Internal Dan 
Pengendalian 
Pelaksanaan 
Kebijakan KDH 

Presentase penyelesaian cakupan 
pengawasan daerah berbasis risiko 

83,57% 847.011.000,00 

Rasio  temuan BPK yang telah 
selesai ditindaklanjuti 

75% 

Persentase penyelesaian tindak 

lanjut rekomendasi hasil 
pengawasan  APIP 

100% 

Nilai temuan ketidakpatuhan hasil 

pemeriksaan LKPD Kota Bontang 
terhadap realisasi belanja APBD 

0% 

Cakupan SKPD yang memiliki 
akuntabilitas kinerja minimal  “B”  

18% 

Capaian keberhasilan sasaran RAD 

PPK Kota Bontang dengan predikat  
“Memuaskan” 

96,87% 

Jumlah SKPD yang telah 
berpredikat ZI menuju WBK/WBBM 

- 

Indeks RB Kota Bontang 67,6 

Tingkat Kapabilitas APIP Kota 
Bontang 

Level 2 

7 Pengintensifikasian 

Penanganan 
Pengaduan 
Masyarakat 

Persentase kasus pengaduan 

masyarakat yang telah selesai 
ditindaklanjuti 

100%         15.810.000,00  

8 Penyelenggaraan 
Sistem Pengendalaian 
Intern Pemerintah  

Nilai maturitas SPIP Kota Bontang Level 2,88       36.720 .000,00 

Sumber  :  Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 
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BAB VIII 

P E N U T U P 

 

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kota Bontang tahun 2016-2021 adalah 

dokumen pengawasan internal terhadap akuntabilitas capaian desentralisasi dan otonomi 

daerah Kota Bontang sebagai produk dari tata kelola pemerintahan yang cerdas dan lebih 

baik yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah daerah Kota Bontang. Peran aktif dari 

seluruh pegawai Inspektorat Daerah untuk memberikan kontribusi melalui implementasi 

Renstra Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya akan menjadikan Inspektorat 

Daerah dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di Kota 

Bontang.  

Dokumen Renstra ini merupakan  dokumen yang hidup (living document) yang akan 

direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-

undangan, perkembangan lingkungan strategis dan arah kebijakan pengawasan daerah. 

Dengan demikian Inspektorat Daerah diharapkan akan memiliki dokumen perencanaan 

pengembangan jangka menengah (periode lima tahunan) yang mutakhir dan relevan.  

 


